L |

PUTAN MEDI A MASSA
TAHUN 2017

Extractive
Industries
Transparency
Initiative

INDONESIA

TE



Cegah Kerugian Negar a, Pemerir

BY MUHAMAD BARI BAIHAQI JUMAT, 26/05/2017

NERACA

Jakarta - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri Ekstratif
(EITI) untuk tahun pelaporan 2014 yang bermanfaat guna menegakkan transparansi serta
mencegah kerugian negara dari sektor migas maupun minerba. "Penerbitan laporan EITI,
diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang dibayarkan oleh
perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak," kata Sekretaris Menko
Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam membuka peluncuran laporan EITI di Jakarta,
Rabu (24/5).

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan
dan penerimaan negara dari sektor migas maupun minerba. Penyusunan laporan ini juga
mendiskusikan isu-isu terkait transparansi dan tata kelola industri ekstraktif yang bisa
mendorong terjadinya diskusi publik dalam pembuatan dan perbaikan kebijakan.

Menurut Lukita, transparansi ini bisa meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan di
industri ekstraktif dan mendukung pemanfaatan kekayaan alam agar bisa dimanfaatkan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat. "Transparansi penerimaan negara dari sektor industri
ekstraktif penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sektor industri," ungkapnya.

Untuk itu, standar terbaru EITI telah memberikan terobosan berupa komitmen Indonesia untuk
mengungkapkan identitas kepemilikan maupun pengendali sesungguhnya dari perusahaan
(beneficial ownership) mulai 2020. Identitas yang harus dipublikasikan tersebut mencakup nama,
domisili dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-
perusahaan yang bergerak dalam bidang ekstraktif.

"Kami mengharapkan transparansi 'beneficial ownership' ini dapat dilakukan sehingga mencegah
hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang dan monopoli terselubung,”
tambah Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup, Kemenko Perekonomian Montty Girianna.

Oleh karena itu, mulai 2017 hingga 2019, pemerintah harus menyiapkan berbagai kegiatan agar
transparansi identitas kepemilikan pelaku industri ekstraktif ini bisa dilaksanakan di Indonesia.
Selama ini, Indonesia telah menerbitkan empat laporan EITI untuk tahun pelaporan 2009-2014
dan menjadi negara Asia Tenggara yang pertama memperoleh status "compliance" (patuh) sejak
2014.

Standar internasional EITI tersebut telah diterapkan di 51 negara yang memiliki kekayaan alam
berupa sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia. Dalam upaya pencegahan hilangnya
pendapatan negara, EITI Indonesia telah berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor
10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Data dari laporan EITI ini
juga telah digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara.

Selain itu, tim transparansi EITI juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk
mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan ini. Portal data ini berisi
informasi kontekstual, penerimaan negara serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya
kepada negara, yang bermanfaat untuk analisis data berbagai kepentingan.

Secara keseluruhan, penerbitan laporan ini dapat memberikan transparansi penerimaan negara
yang dibayarkan oleh perusahaan industri ekstraktif, untuk mencegah terjadinya
ketidaksinkronan antara pembayaran pajak dengan penerimaan pemerintah. Dengan demikian,
pelaku usaha bisa semakin yakin bahwa seluruh pembayaran pajak telah dikelola dengan baik
oleh pemerintah dan pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
dari industri ekstraktif. (1)
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Tujuh tahun pelaksanaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), pengelolaan
sumber daya alam Indonesia masih dianggap belum terbuka. Masih banyak pelaku industri
dan lenbaga pemerintah yang enggan melaporkan aktivitas mereka. Akibatnya, sejumlah
kasus korupsi, baik di daerah maupun pusat, terkait pengelolaan sektor tambang kerap terjadi
dan terungkap.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi salaimisator EITI

Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas, menilai lambannya progres inisiatif keterbukaan

tersebut karena rendahnya komitmen pemerintah. la menganggap pemerintah justru tidak

ment aat i berbagai standar EI Tdicabutfsdéfaal au me man
sekalian, 0 ujar Erry.

Peraturan Presiden No. 26/2010 yang menjadi landasan implementasi EITI di Indonesia
seharusnya mendorong seluruh lembaga negara yang terkait untuk menerapkan standar

standar EITI. Erry menegaskan, transparansi merupakasi mniembangun industri. Dengan

mengi mpl ement asi EITI, komitmen pemerintah s
mendorong transparansi di pindah dar.i Kemenko
ditemui Katadata di Jakarta, awal April lalu.

Apa yang membuat Anda ikut mendorong implementasi EITI di Indonesia?

Transparansi merupakan jawaban atas ketertutupan dan kecurigaan terhadap pengelolaan
sumber daya alam. Inisiatif keterbukaan ini bertujuan menghindari prasangka mengenai,
misalnya, berapa royalteyg dibayarkan, berapa pajak yang disetorkan, berapa jumlah PBB
(Pajak Bumi dan Bangunan), berapa dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan dipakai
untuk apa saja.

Apakah kecurigaan yang muncul ini dari publik saja?

Tidak terbukanya sektor pertambangaenimbulkan kecurigaan antara berbagai pemangku
kepentingan. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) mencurigai perusahaan tambang.
Perusahaan tambang mencurigai adanya orang tertentu yang mengendalikan LSM. Kemudian
pemerintah juga mencurigai perusahaan.

Skema inisiatif EITI dapat mengikis kecurigaan tersebut?

Semangatnya begitu. Kerjasama antara pemangku kepentingan penting untuk mewujudkan
keterbukaan informasi di sektor pertambangan, termasuk migas dan minerba. Contohnya,
perusahaan A sudah membayar royRfil juta pada 2006, Kementerian Keuangan bertugas
mengecek, selanjutnya ada proses rekonsiliasi untuk memastikan bahwa jumlah yang
dikeluarkan perusahaan dan diterima pemerintah sama.

Apakah transparansi ini juga merupakan upaya pemberantasan korupsi?
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Tindakan korupsi, khususnya di minerba, banyak terjadi ketika proses penerbitan izin kuasa
pertambangan. Saat itu sangat mungkin lisensi diperjualbelikan. Sedangkan transparansi lebih
pada menghilangkan kecurigaan pasca perusahaan tambang beroperasi.

Bagaimana jual beli izin itu terjadi?

Saat akan membuka tambang, pengusaha harus mendapat izin dari bupati setempat. Biasanya
ini marak menjelang pemilihan kepala daerah. Jadi kepala daerah akan meminta bayaran atas
lisensi yang diterbitkan. Uang itu kemudiaguhakan untuk membiayai kampanye.

Lalu, apa dampak transparansi bagi industri dan iklim investasi?

Investor akan datang bila mereka melihat suasana yang transparan. Transparan ini termasuk
kejelasan dalam pemberian izin, dan kewajiban yang harus digertgmlap pemerintah.
Kejelasarkejelasan itu diungkap secara transparan melalui ikutnya Indonesia dalam program
EITI. Jadi komitmen untuk transparan sudah terbentuk.

Dan bagaimana Anda melihat pelaksanaan komitmen tersebut?

Sebenarnya sudah ada peratyrasiden yang mengatur, hanya saya sanksinya tidak ada.
Pada zaman Sri Mulyani hingga Hatta Rajasa menjadi Menko Perekonomian, proses
transparansi masih berjalan. Namun mulai mundur ketika ada pergantian pemerintahan
(2014red). Saya tidak tahu kenapa, rgiim ini dianggap bukan prioritas.

Anda menilai pemerintah tidak serius melaksanakan komitmen EITI?

Dalam dua sampai tiga tahun terakhir bisa dibilang begitu. Begini, kita berangkat dari
peraturan presiden yang masih berlaku saja. Kalau kalangan pemeenthri tidak

menaati, bagaimana kita mau menyuruh pelaku usaha? Kalau memang tidak mau, perpresnya
dicabut saja sekalian. Kita dulu menciptakan perpres itu tidalaaakln, tapi dengan
pertimbangan yang melewati proses diskusi panjang dan melibaizaghi pihak.

Apakah kendurnya komitmen pemerintah karena anjloknya harga (baru bara dan
minyak) dalam tiga tahun terakhir?

Betul, itu juga faktor lain yang membuat pemerintah dan pengusaha tidak semangat. Tapi
sebenarnya bukan halangan. Walaupun hangen, royalti tetap harus dibayarkan. Pajak
tetap harus disetor walaupun perusahaan rugi. Jadi, sebenarnya harga komoditas tidak
menghilangkan kepentingan transparansi.

Jadi, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk kembali mendorong inisiatif
transparansi tersebut?

Harus ada penyadaran melalui sosialisasi, terutama di jajaran menteri koordinator dulu. Dari
situlah sosialisasi akan berlanjut ke daerah, yaitu ke bupati dan gubernur. Banyak kepala
daerah yang menganggap transparansi bukan prioritas, bdirksen sebagai gangguan

karena menghalangi kesenangan mereka melakukan pelanggaran.



Apakah perlu pelibatan lembaga negara yang memiliki otoritas penegakan hukum?

Hal yang bagus jika tanggung jawab mendorong transparansi dipindah dari Kemenko

Perekonomiake KPK. Tapi sebenarnya KPK juga sudah memberi perhatian ke sektor migas
dan minerba.
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Oleh :Dewi Aminatuz Zuhriyah

Bisnis.com JAKARTA -- Dalam upayanenegakkan prinsip transparansi pada sektor migas
dan minerba, Pemerintah Indonesia meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi
dalam Industri Ekstraktif atau EITI.

Peluncuran laporan keempat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua
sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala, Kompleks
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta.

ADengan penerbitan Laporan EITI, di harapkan
negara yang dibayamk oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan
pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan
meni ngkat kan kepercayaan para pemangku kepe:
Tuwo yang membuka pencuran laporan ini, sebagaimana keterangan resmi yang diterima
Rabu (24/5/2017).

Pelaporan ini sejalan dengan etita pasal 33 UUD 1945 ayat dua yang menegaskan bahwa
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipearguna
sebesabesarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membantu mewujudkeitadiéasebut.
Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini -@2H, adalah negara
dengan statugsompliance(patuh) sejak tahun 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara
pertama yang memperoleh status tersebut.

Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas
dan minerba di seluruh dunia.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekdiasi dan kontekstual atas pembayaran
perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba.

Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan
identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari peraisalagaubeneficial ownership

(BO).

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi |latagigitah apa yang akan
diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti.

Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, ldamarganegaraan orang atau
sekelompok orang yang mengontrol perusatf@ansahaan ekstraktif.

Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama
1.038 waijib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers.

A Kami b e r pasanseBgnefitial ®wnershipini dapat dilakukan sehingga dapat
mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli
terselubung, 0 kata Deput.i Bidang Koordinasi
Lingkungan Hidup, KemerkBidang Perekonomian Monty Girianna.

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam
pelaksanaan Instruksi Presiden No0.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (PPK).

Data dari laporan EITI gt digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan
negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan



kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi
PPK.

Tim Transparansi juga @uncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses
dan pemahaman publik terhadap laporan EITI.

Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri
ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara.

A P o dataani berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi
mi kro dan makro sekaligus mel akukan anal.i
Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim.
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Jakarta, Petrominer 8 Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi
dalam Industri Ekstraktif (EITI). Laporan ini dibuat sebagai upaya menegakikesp
transparansi pada sektor minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba).

Peluncuran laporan kempat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua
sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Kantor Kementeriardiator Bidang
Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. Rabu (24/5).

APenerbitan Laporan EITI i ni di harapkan dapa
yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak.

Laporan ini yjga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan
kepercayaan para pemangku kepentingan, 0 kat a
membuka acara peluncuran laporan tersebut.

Menurut Lukita, pelaporan ini sejalan dengan-cita pasal 33JUD 1945 pasal dua yang
menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
negara dan dipergunakan sebdssgarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi
berstandar internasional, EITI membantu mewujudkarctitatesebut.

Indonesia menjadi negara dengan statmpliancgpatuh) sejak tahun 2014, dan menjadi
negara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut. Standar internasional EITI
telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh
dunia.

Laporan tahunan EITI ini berisi iofmasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran
perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan baru
dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas
kepemilikan/pengendali sesungguhmigi perusahaan, atdeneficial ownershigBO).

Pemerintah telah menjabarkan peta jalan berisi lantgitadkah apa yang akan diambil mulai
tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus dipublikasi adalah nama,
domisili, dan kewarganegarmaarang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan
perusahaan ekstraktif. Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah
terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers.
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llustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta Pemerintah meluncurkan laporan tahunan inidigtfsparansi
dalam industri ekstraktif (EITI) sebagai upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor
migas dan minerba.

Peluncuran laporan keempat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua
sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukaRwhng Graha Sawala, Kompleks

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu 24
Mei 2017.

Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam sambutannya mengatakan,
dengan penerbitan laporan EITI diharapkan dapandukung transparasi penerimaan

negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan
pajak.

"Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan
meningkatkan kepercayaan para pemangku kepemtiggz ¢ 1 F GF [ dzZl Al @

Pelaporan ini sejalan dengan citda pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menegaskan bahwa
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan
dipergunakan sebesdresarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transpsirberstandar
internasional, EITI membantu mewujudkan eiita tersebut.

Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009), adalah negara
dengan statugompliancgpatuh) sejak 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara pertama
yang memproleh status tersebut. Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara
yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran
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perusahaan dan penerimaan g&ra dari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan
baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas
kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, be¢aeficial ownershiBO).

Pemerintah Indonesia telah mgbarkan peta jalan berisi langkddngkah apa yang akan

diambil Pemerintah mulai 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus
dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang
mengontrol perusahaaperusataan ekstraktif.

Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama
1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers.

"Kami berharap transparanBeneficial Ownershiipi dapat dilakukan sehingga

dapat mencegah hangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan
monopoli terselubung,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna.

Dalam upaya pencegahan hilangnyagapatan negara, EITI Indonesia turut berperan
dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (PPK).

Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan
negara. Blaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan
kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana AKksi
PPK.

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah
akses dampemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi
kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya
kepada negara.

"Portal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negamatkan
ekonomi mikro dan makrosekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan,”
tambah Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim.

(AHLX5)
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Postel on29 Mei 2017, 23:1By redaksiin NASIONAL (Surat Kabar Sinar Keadilan)

Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapregigsbitkannya Laporan
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan
(Roadmap) Transparansi pengendali (pemilik sesungguhnya) perusahaan (Beneficial
Ownership BO) serta Portal Keterbukaan Industi Ekstraktifindlonesia oleh Kemenko
Perekonomian. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia dan atas
partisipasi multipemangku kepentingan baik dari kalangan industri dan masyarakat sipil
untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansr settstri ekstraktif yang
akuntabel di Indonesia.

Koordinator PWYP Indonesia, Maryati Abdullah mengatakan, sesuai standar EITI, seluruh
negara anggota EITI wajib membuka dan mempublikasikan nilai pembagyararayaran,
baik itu pajak, nospajak maupun diden, yang direkonsiliasi secara independen.

EITI mewajibkan pembukaan data dan informasi dari pihak pemerintah maupun pelaku
industri, baik multinational company (MNC) maupun BUMN dimana industri tersebut

beroperasi. Di Indonesia, sektor industri eddsiif yang diwajibkan oleh EITI meliputi sektor
migas, mineral seperti nikel, tembaga, emas, timah, dan bauksit, serta sektor batubara.

ATerbitnya Laporan EI Tl sekaligus membukt i ke
transparansi dan akuntabilitas tath kel a sekt or i ndustri ekstrakt
persnya. Maryati menerangkan, standar EITI terbaru juga mewajibkan pembukaan data per 1
Januari 2020.

Sebelum menuju ke sana, per 1 Januari 2017 negag@ra anggota EITI diwajibkan untuk
membuat Pet Jalan Transparansi Beneficial Ownership yang terdiri atas beberapa fangkah
langkah kebijakan dan penyiapan menuju keterbukaan Beneficial Ownership di sektor
industri ekstraktif.

ANantinya, keterbukaan tersebut asakdarihn mel i put
pemilik manfaat/pengendali sesungguhnya dari perusgheraisahaan di industri tambang
dan migas, 0 terang Maryat.

PWYP Indonesia mengingatkan agar pelaksanaan roadmap transparansi Beneficial
Ownership harus sejalan dengan semangat reformasiikan tata kelola di sektor
ekstraktif.

ARoadmap ini tidak boleh hanya sekedar menar
langkah nyata. Pemerintah harus bdvemar berkomitmen untuk melaksanakan seluruh
tahapan menuju Transparansi Beneficial Ownersiiip uj ar ny a .

Ketiadaan informasi Beneficial Ownership dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi

dan pendapatan negara, terutama akibat penghindaran pajak (tax avoidance). Studi PWYP
Indonesia pada 2016 mengungkapkan penyebab utama terjtadirapsoidane yaitu data
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wajib pajak orang pribadi/perusahaan yang lemah atau tidak valid dan kurang update. Praktik
penghindaran

pajak berganda (Double Tax Avoidance, DTA) juga terjadi karena dipicu informasi tidak
valid. Manajer Advokasi PWYP Indonesia, Aryanto Nalgy, yang juga menjadi perwakilan
masyarakat sipil di Tim Pelaksana EITI berharap bahwa hasil temuan dan rekomendasi EITI
dapat ditindaklanjuti oleh berbagai instansi dan pihak terkait demi perbaikan tata kelola
Industri ekstraktif yang lebih luas.

A T e sukmasih adanya ketidadatuhan perusahaan yang sulit diidentifikasi, hal tersebut
merupakan efek dari proses pemberian ijin pertambangan yang tidak sesuai persyaratan dan
serta tidak akuntabel, 0 katanya.

Dia menyebutkan, pengungkapan informasi Benéft@wmnership memudahkan aparat
penegak hukum untuk pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan
pencarian dan pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta memaksimalkan
pemulihan aset (asset recovery) dari pelaku tindak pidanpdiatan pencucian uang.

ARKeterbukaan Beneficial Ownership juga memuc
penagihan piutang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas perpsaihsainaan

mi gas dan tambang yang bel um me mektoruninerbak e wa j i
misalnya, terhambatnya penyelesaian piutang PNBP dari ribuan pelaku usaha IUP sekitar
Rp3,949 triliun, salah satunya disebabkan ketidakjelasan alamat pemegang IUP ataupun

pemilik IUP.

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Lukita 8iaar mengatakan sejalan
dengan pelaksanaan EITI,

Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Anti KorupsdNCAC (United Nations
Convention Against Corruption) melalui UU No.7/2016.

ARSebagai tindak | anjutnya dnBembetantas&tKorgsi e g i )
(Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres 55/2012, dimana penjabaran Stranas tersebut
melalui Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), dimana penerbitan laporan

sesuai standar EITI merupakan salah satu Aksi PPK yangalilakan oleh Kemenko
Perekonomi anfJRR6), 06 kat anya.
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Pemeri ntah Luncurkan Laj

Kerugian Negar a
Rabu, 24 Mei 2017 20:01 WIB

Editor : Luki Junizar

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif
Transparansi dam Industri Ekstratif (EITI) untuk tahun pelaporan 2014 yang bermanfaat
guna menegakkan transparansi serta mencegah kerugian negara dari sektor migas maupun
minerba.

"Penerbitan laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang
dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak," kata
Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam membuka peluncuran

laporan EITI di Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsilidan kontekstual atas pembayaran
perusahaan dan penerimaan negara dari sektor migas maupun minerba.

Penyusunan laporan ini juga mendiskusikarissuerkait transparansi dan tata kelola
industri ekstraktif yang bisa mendorong terjadinya diskusi publéndglembuatan dan
perbaikan kebijakan.

Menurut Lukita, transparansi ini bisa meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan
di industri ekstraktif dan mendukung pemanfaatan kekayaan alam agar bisa dimanfaatkan
sebesabesarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif penting untuk meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja sektor industri," ungkapnya.

Untuk itu, standar terbaru EITI telah memberikan terobosan berupa komitmen Indonesia
untuk mengungkapkan iderat#t kepemilikan maupun pengendali sesungguhnya dari
perusahaan (beneficial ownership) mulai 2020.

Identitas yang harus dipublikasikan tersebut mencakup nama, domisili dan kewarganegaraan
orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusgdeaasahaan yarngergerak dalam
bidang ekstraktif.

"Kami mengharapkan transparansi 'beneficial ownership' ini dapat dilakukan sehingga
mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang dan monopoli
terselubung,” tambah Deputi Bidang Koordinasi Pengatonergi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Kemenko Perekonomian Montty Girianna.

Oleh karena itu, mulai 2017 hingga 2019, pemerintah harus menyiapkan berbagai kegiatan

agar transparansi identitas kepemilikan pelaku industri ekstraktif ini bisgahlakan di
Indonesia.
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Selama ini, Indonesia telah menerbitkan empat laporan EITI untuk tahun pelaporan 2009
2014 dan menjadi negara Asia Tenggara yang pertama memperoleh status "compliance"
(patuh) sejak 2014.

Standar internasional EITI tersebut telahmip&an di 51 negara yang memiliki kekayaan
alam berupa sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia telah berperan dalam
pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentangeaksgahan dan

pemberantasan korupsi. Data dari laporan EITI ini juga telah digunakan untuk perbaikan tata
kelola pajak dan penerimaan negara.

Selain itu, tim transparansi EITI juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk
mempermudah akses dan @draman publik terhadap laporan ini.

Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara serta alur kerja industri
ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara, yang bermanfaat untuk analisis data berbagai
kepentingan.

Secara keseluruhan, penigah laporan ini dapat memberikan transparansi penerimaan negara
yang dibayarkan oleh perusahaan industri ekstraktif, untuk mencegah terjadinya
ketidaksinkronan antara pembayaran pajak dengan penerimaan pemerintah.

Dengan demikian, pelaku usaha bisa semgéikin bahwa seluruh pembayaran pajak telah
dikelola dengan baik oleh pemerintah dan pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara dari industri ekstraktif.

sumber: antarg7)
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Pemerintah Luncurkan Laporan EITI Cegah

Kerugian Negara
Rabu, 24 Mei 2017 | 18:54 WIB

Lukita Dinarsyah Tuwa [ist]

Skalanews- Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri
Ekstratif (EITI) untuk tahun pelaporan 2014 ydeymanfaat, guna menegakkan
transparansi, serta mencegah kerugian negara dari sektor migas maupun minerba.

"Penerbitan laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara yang
dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga mencegah terjaditijakisinkronan pajak," kata
Sekretaris Menko Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo dalam membuka peluncuran

laporan EITI di Jakarta, Rabu (24/5).

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual, atas pembayaran
perusahaan dan penerimasygara dari sektor migas maupun minerba.

Penyusunan laporan ini, juga mendiskusikarssiuterkait transparansi dan tata kelola
industri ekstraktif, yang bisa mendorong terjadinya diskusi publik dalam pembuatan dan
perbaikan kebijakan.

Menurut Lukita, tansparansi ini bisa meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan
di industri ekstraktif, dan mendukung pemanfaatan kekayaan alam, agar bisa dimanfaatkan
sebesabesarnya bagi kemakmuran rakyat.

"Transparansi penerimaan negara dari sektor industiniaktif penting, untuk meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja sektor industri," ungkapnya.

Untuk itu, standar terbaru EITI telah memberikan terobosan berupa komitmen Indonesia,
untuk mengungkapkan identitas kepemilikan maupun pengendali sesunggulinya dar
perusahaan (beneficial ownership) mulai 2020.

Identitas yang harus dipublikasikan tersebut mencakup nama, domisili, dan kewarganegaraan
orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusgdemasahaan, yang bergerak dalam
bidang ekstraktif.

"Kami mendharapkan, transparansi 'beneficial ownership' ini dapat dilakukan. Sehingga
mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang dan monopoli

15



terselubung,” tambah Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan
LingkunganHidup, Kemenko Perekonomian, Montty Girianna.

Oleh karena itu, mulai 2017 hingga 2019, pemerintah harus menyiapkan berbagai kegiatan
agar transparansi identitas kepemilikan pelaku industri ekstraktif ini bisa dilaksanakan di
Indonesia.

Selama ini, Indorga telah menerbitkan empat laporan EITI untuk tahun pelaporan 2009
2014 dan menjadi negara Asia Tenggara yang pertama memperoleh status "compliance"
(patuh) sejak 2014.

Standar internasional EITI tersebut, telah diterapkan di 51 negara yang memiljadeka
alam berupa sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia telah berperan dalam
pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016, tentang aksi pencegahan dan
pemberantasan korupsi.

Data dari laporan EITI ini, juga telah digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan
penerimaan negara.

Selain itu, tim transparansi EITI juga meluncurkan portal data industri ekstraktif, untuk
mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap lapioran

Portal data ini berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri
ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara, yang bermanfaat untuk analisis data berbagai
kepentingan.

Secara keseluruhan, penerbitan laporan ini dapat miéaibéransparansi penerimaan negara
yang dibayarkan oleh perusahaan industri ekstraktif, untuk mencegah terjadinya
ketidaksinkronan antara pembayaran pajak dengan penerimaan pemerintah.

Dengan demikian, pelaku usaha bisa semakin, yakin bahwa seluruayaearbpajak telah

dikelola dengan baik oleh pemerintah, dan pemerintah bisa meningkatkan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara dari industri ekstrgtit/tat)
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Laporan EITI Untuk Strategi Pemberantasan
Korupsi Industri Ekstraktif

petroEnergy.id¢ Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Tahun Fiskal 2014
tentang Peta Jalan(Roadmap) Transparansi pengendali (pemilik sesungguhnya) perusahaan
Beneficial Ownership (BO)dianggap sebagai komitmen Pemerintah Indonesiatata partisipasi
multi-pemangku kepentingan. Dengan informasi dan transparansi sektor industri ekstraktif yang
F1dzyill oSt RA LYR2YyS&aial YI1F adliddza wOo2YLX Al yOSQ
Sesuai standar EITI, seluruh negara anggold Wwhjib membuka dan mempublikasikan nilai
pembayararpembayaran (pajak, nepajak maupun dividen) yang direkonsiliasi secara independen,
bagaimana aliran pembayaran terjadi, dana bagi hasil kenaslonal, serta informasi kontekstual

lainnya seperti perdgangan (ekspempor), kontribusi ekonomi industri ekstraktif, sistem kontrak

dan perijinan, informasi kadaster/peta, dana bagi hasil serta informasi lainnya seperti kepemilikan
perusahaan yang sesungguhnya. Siapa yang wajib membuka data? EITI meajibkakaan data

dan informasi dari pihak Pemerintah maupun pelaku industri, baik mattonal company (MNC)

maupun BUMN dimana industri tersebut beroperasi. Di Indonesia, sektor industri ekstraktif yang
diwajibkan oleh EITI meliputi sektor migas, minénitel, tembaga,nemas, timah, dan bauksit), serta

sektor batubara. Lukita Dinarsyah, Sekretaris Kemenko Perekonomian menyampaikan dalam
pidatopembukaannya saat peluncuran laporan yang berlangsung di Graha Bantda Kemenko
Perekonomian pada Rabu 24 MeinmtyY a{S2lFfly RSy3aly LISt 1al\
2006,Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Anti KoupNCAC (United Nations
Convention Against Corruption) melalui UU No.7/20016. Sebagai tindak lanjutnya disusun Strategi
Nasional Pence@an dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan
Perpres55/2012, dimana penjabaran Stranas tersebut melalui Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (PPK), dimana penerbitan laporan sesuai standar EITI merupakan salah satu Aksi PPK yang
RAfF1alyl1ly 2fSK YSYSy|l?2 t SKo&dinatgt 2Ndsionay’ PWYP £ al N
Indonesia menyatakan terbitnya Laporan EITI sekaligus membuktikan komitmen Indonesia dalam
mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola sektor industri eks@aktiti t Sy & dza dzy' | y N
map pembukaan beneficial ownership selain melalui EITI, juga merupakan komitmen Indonesia
melalui sejumlah kesepakataninternasional, diantaranya : Rekomendasi 24 dan 25 Financial Action
Task Force (FATF); G20 High Level Principle oriiéd&n@wnership and Transparency; The global
dl0FYRIFENR 2y 1 dzi2YlIGAO 9EOKIYy3AS 2F LYyTF2NXNIGA2Y 6!
kepada petroenergy (28/5). Aryanto Nugroho, perwakilan masyarakat sipil di Tim Pelaksana EITI
berharap hasil teman dan rekomendasi EITI dapat ditindaklanjuti oleh berbagai Instansi dan Pihak

terkait demi perbaikan tata kelola Industri Ekstraktif yang lebih luas, agar laporan tidak sekedar
YSyeal RA fFLRNIY aSYlFGlF o & ¢pattin pedmahaay Fyangit | Ry &
diidentifikasi, hal tersebut merupakan efek dari proses pemberian ijin pertambangan yang tidak
dSadz- A LISNBEINIGFIY RFEY &ASNIF GARF1 FldzydloSte |
ditingkatkan secara lebih berkualitas lagi bagaimana |&eterbukaan kontrak/ijin, dan juga

informasi peta atau kadaster. Peta Jalan Transparansi Beneficial Ownership Indonesia Standar EITI
terbaru juga mewajibkan pembukaan data per 1 Januari 2020. Sebelum menuju ke sana, per 1
januari 2017 negaraegara anggotaElT| diwajibkan untuk membuat Peta Jalan Transparansi
Beneficial Ownership yang terdiri atas beberapa langkagkah kebijakan dan penyiapan menuju
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keterbukaan Beneficial Ownership di sektor Industri Ekstraktif. Nantinya, keterbukaan tersebut akan
meliputi nama, kebangsaan, dan negara asal dari pemilik manfaat/pengendali sesungguhnya dari
perusahaarperusahaan di industri tambang dan migas. Roadmap Transparansi Beneficial Ownership
Indonesia menyebutkan 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan menuju 1riJaag8, yaitu Tahap
pertama, (2017)Mendefinisikan Beneficial Ownership dalam Konteks Indonesia yang akan
menghasilkan definisi, indikator, konsep tailormade dari keterlibatan pebisnis dalam kegiatan politik
(Politically Exposed Pers®EP) dan kewajibanay tingkat informasi yang akan diungkap, dan
kerangka umum desain transparansinya (database, jaminan data, pengumpulan data, ketepatan
waktu). Tahap kedua membangun dan mengembangkan kelembagaan serta kerangka legal
Beneficial Ownership menghasilkan harrisasi peraturan perundangndangan yang mendukung
transparasi Beneficial Ownership; dan Tahap Ketiga (2019 Implementasi transparansi Beneficial
Ownership termasuk mekanisme monitoring serta pemberian insentif darAnsistif atas
pelaksanaan Beneficial @ership. Maryati menegaskan pelaksanaan roadmap transparansi
Beneficial Ownership harus sejalan dengan semangat reformasi perbaikan tata kelola di sektor
S1TadNI1T0AFP aw2lF RYFL) AYA GARF] 02ftSK KIFyel as|
langkahlangkahnyata. Pemerintah harus bend&ienar berkomitmen untuk melaksanakan seluruh
tahapan menuju Transparansi Beneficial Ownership. Termasuk bagaimana mengkoordinasikan
seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kemenkumham,
Komsi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank
Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat implementasi serta menghilangkan
hambatan menuju transparansi Beneficial Ownership.(adi)
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Sambutan Sekretari s Menl

pada Peluncuran Laporan

Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraktif penting untuk meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja sektor industri ekstraktif.

INDONESIA

E{ DATA PORTAL TN GMAUSATAA  OMTIAUSON.  DAIA  CHAMRA  TINBG DATARSTC M/ BATRR AT WAAGA -

Arief Kamaludin|KATADATA
Rabu 24/5/2017, 16.52 WIB

Jeany Hartriani

Laporan pertama EITI Indonesia yangoiepada tahun 2013 serta Laporan kedua yang terbit
pada tahun 2014, disusun dengan mengacu kepada&REI@$yang isinya hanya mencakup
aspek rekonsiliasi datdata penerimaan negara dan penerimaan daerah dari industri
ekstraktif. Laporan ketiga EITI Indesia yang terbit pada bulan November 2015 sudah
mengacu pada ElITdtandard2013 yang isinya mencakup informasi kontekstual tata kelola
(governancg dan rekonsiliasi datdata penerimaan negara dan penerimaan daerah dari
industri ekstraktif.

Laporan keemmt EITI Indonesia Tahun Kalender 2014 ini disusun dengan mengacu pada
EITI Standardterbaru Tahun 2016. Substansi laporan sama dengan Laporan ketiga EITI
Indonesia, namun informasi kontekstual Industri Ekstraktif diperkaya dengan informasi
mengenaibenefital ownership (kepemilikan/pengendali sesungguhnya) dari perusahaan

tersebut.

EITI adalah standar global untuk peningkatan transparansi tata kelola pemerintgitah (
governancg pengelolaan sumber daya ekstraktif (minyak bumi, gas bumi, mineral dan
batukara), yang diharapkan sekaligus sebagai upaya pencegahan korupsi di sektor industri
ekstraktif. EITI Standardtelah memasuki versi kelima sejak Prinsip EITI disepakati oleh
negaranegara anggota EITI pada tahun 2013. Pripsipsip EITI menyatakan bahwa
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kekayaan dari sumber daya ekstraktif dari suatu negara harus dimanfaatkan bagi seluruh
warganya, dan bahwa hal ini memerlukan standar dan akuntabilitas yang tinggi.

Transparansi penerimaan negara dari sektor industri ekstraaifing untuk meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja sektor industri ekstraktif. Di banyak negara kaya sumber daya
ekstraktif, kerahasiaan kepemilikamegeficial ownership berkontribusi pada korupsi,
pencucian uang dan penggelapan pajak. Namun, sampai saat ini, hanya adafeckisii

yang tersedia untuk publik mengebaneficial ownershipari perusahaan industri ekstraktif.

Sebelum adanya dokumen Pananfaperspada April 2016 yang berisi informasi rinci
mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk ideetitagang saham dan
direkturnya, EITIStandard2016 telah memperkenalkan aspek baru dan membuat terobosan
mengenai kewajiban untuk mengungkapkemeficial ownershipdari perusahaan industri
ekstraktif terhitung mulai tahun 2020.

Sebagai langkah awal, 5legara anggota EITI mempublikasikdreneficial ownership
roadmappaling lambat 1 Januari 2017 yang menguraikan mengenai rencana kegiatan dan
persiapan penting untuk dapat secara penuh melaksanakan kewajiban tersebut pada tahun
2020. Indonesia telah menyusBeneficial Ownership RoadmaRITI Indonesia dan sudah
menyampaikannya kepada Sekretariat EITI Internasional pada tanggal 30 Desember 2016.
Selanjutnya, selama tiga tahun mulai tahun 2017 sampai dengan 2019, Indonesia harus
menyiapkan berbagai kegiatarhsgga transparandieneficial ownershipndustri ekstraktif

dapat dilaksanakan di Indonesia.

Sejalan dengan pelaksanaan EITI, pada tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi konvensi
PBB tentang Anti KorupsilUnited Nations Convention Against Corruptfjomelalui UU

No.7 Tahun 2006. Sebagai tindak lanjut, disusun Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres No.55 Tahun
2012. Sebagai penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK, setiap tahun ditetapk&KAksi P
melalui Inpres untuk dilaksanakan oleh K/L dan Pemda. Dalam kaitan Stranas PPK ini,
penerbitan Laporan Tahunan EITI Indonesia adalah salah satu Aksi PPK yang dilaksanakan
oleh Kantor Kemenko Bidang Perekonomian dan diharapkan dapat mendukung upaya
pencgahan korupsi di sektor industri ekstraktif.

Penyusunan Laporan EITI dan penerbitan laporan setiap tahun bukanlah tujuan utama dari
EITI itu sendiri. Hal yang mendasar dari tujuan penyusunan Laporan EITI ini antara lain
adalah mendukung transparansi penaden negara yang dibayarkan oleh perusahaan
perusahaan industri ekstraktif, sehingga dapat membantu mencegah terjadinya
ketidaksinkronan antara pembayaran pggajak dan pembayaran lainnya oleh perusahaan
dengan penerimaannya oleh pemerintaldal ini sebnjutnya diharapkan dapat
mencegahterjadinya korupsi yang merupakan salah satu faktor penghambat dunia usaha,
sekaligus dapat meningkatkan iklim investasi di industri ekstraktif.

Penyusunan Laporan EITI yang juga mendiskusikarisisyang terkait trangjpansi tata

kelola industri ekstraktif diharapkan dapat menjadi pendorong terjadinya diskusi publik
khususnya dalam pembuatan dan perbaikan kebijakan. Hal ini sejalan dengan apa yang saat
ini dilakukan oleh Pemerintah, di bawah koordinasi Kementerian Kkuaiod Bidang
Perekonomian dalam penerbitan PaRaket Kebijakan Ekonomi.
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Yang juga sangat penting dengan penerbitan Laporan EITI adalah keperdaystamldri
stakeholderakan tata kelola sektor industri ekstraktif, baik dari sisi pelaku usaha yang
semakin yakin bahwa seluruh pembayaran pagalak dan pembayaran lainnya telah dikelola
dengan baik oleh pemerintah, demikian juga dari sisi pemerintah dapat lebih meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara khususnya yang berasal dari instuskitifek

Untuk mempermudah pemahaman terhadap laporan EITI, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian juga telah mengembangkan Portal Data Industri Ekstraktif dan menyelesaikan
Roadmap Beneficial Ownershigkeduanya merupakan bagian yang tidak terpsahdari
Laporan EITI.

Portal data yang berisi datiata dan informasi bersumber dari Laporan EITI dan beberapa
sumber lain tersebut berisi informasi kontekstual, informasi penerimaan negara, serta alur
kerja industri ekstraktif hingga memberikan kontribkepada negara. Dengan portal
tersebut, publik akan dimudahkan untuk mengakses informasi industri eksktraktif, sekaligus
melakukan analisis data bagi berbagai keperluan, khususnya bagi perbaikan kebijakan dan
tata kelola industri ekstraktif.

PenyelesaiarRoadmap Beneficial Ownershipga merupakan satu langkah maju dalam
rangka membuka informasi tentang penerima manfaat dari industri eksttaétifni akan

terus dilanjutkan dengan berbagai kegiatan untuk membangun sistim yang terintegrasi
sehingga infanasi tentang penerima manfabéleficial owner dapat diketahui oleh publik

yang diharapkan akan dapat membantu perbaikan kinerja industri ekstraktif di Indonesia.

Jeany Hartrianf10)
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Perusahaan Migas dan Tar
Transparan Akan Dapat |

"Jadi ada semacam reward bagi perusahaan yang sukarela gabung dengan EITI ini. Bisa berupa
kemudahan usaha untuk eksplorasi tempat baru"

TambangKATADATA

Rabu 24/5/2017, 15.21 WIB
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KementeriarKoordinator Bidang Perekonomian merilis lagottahunan inisiatif transparansi
di industri ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI). Laporan ini
menunjukkan masih banyak perusahaan di sektor minyak dan gas bumi (migas) dan
pertambangan yang masih belum trasnparan dalam kegsdhanya. Untuk meningkatkan
kesadaran, pemerintah berencana memberikan insentif.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita D. Tuwo mengatakan ini
merupakan laporan tahunan EITI yang keempat, yakni untuk tahun 2014. Laporan ini dirilis
dalam rangkaekonsiliasi atas penerimaan yang diterima negara dengan yang dilaporkan
perusahaan.

Hasilnya baru 176 perusahaan migas (operator daioperator) dan 72 perusahaan tambang
yang ikut dalam EITI ini. Sementara masih ada 54 perusahaan migasrdaba yang
belum melapor, terdiri dari 9 perusahaan partner migas dan 45 perusahaan minerba.

Pemerintah sedang mengupayakan agar seluruh perusahaan di industri ekstraktif bisa lebih
transparan. Salah satu upayanya, pemerintah berencana memberikiérbagigperusahaan
yangsecara sukarela bergabung di EITI, untuk meningkatkan partisipasi. (Lihat

Infografik: EITI, Pendorong Transparansi Tambpang

"Jadi ada semacamwardbagi perusahaan yang sukarela gabung dengan EITI ini. Bisa
berupa kemudahan usaha untuk eksplorasi tempat baru, yang akan dikoordinasikan dengan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)idsentif fiskal yang

dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan," ujar Lukita saat ditemui dalam acara
peluncuran laporan tahunan EITI Indonesia Keempat, di Kantornya, Jakarta, Rabu (24/5).
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Lukita menjelaskan, ada beberapa keuntungan perusahaan berdabgag EITI.

Keuntungan tersebut diantaranya meningkatkan transparansi akan kegiatan sektor migas dan
pertambangan, agar menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Perusahaan juga dapat
meningkatkan tata kelola yang bagofd governangedalam pengelokn bisnisnya.

Bagi pemerintah EITI bisa mensinkronisasi dan merekonsiliasi ketidakharmonisan data yang
diperoleh pemerintah dan yang dilaporkan oleh perusahaan. Data ini terkait perpajakan dan
kagiatan usaha sektor migas dan tambang. Hal ini juga bisadnpemicu diskusi mengenai
perbaikan kebijakan dan meningkatkan kepercayaan pada pemangku kepentingan.

Laporan tahunan EITI ini berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran
perusahaan dan penerimaan negara dari dua sektor tersebutg&éimsagnenjadi salah satu
upayauntuk mencegah hilangnya pendapatan negara. Karena laporan ini dapat digunakan
untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara.

"Dengan demikian, hasil penerimaan negara akan lebih baik. Kenyamanan berinvestasi di
Indonesia pun akan meningkat," ujar Lukita. (Bagansparansi untuk Kesejahterpan

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pdalgan Energi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup Montty Girianna mengatakan pemerintah juga berinisiatif untuk
menyusun peta jalamoadmayp untuk mendorong transparansi industri ekstraRtifadmap
ini berisi langkaHangkah yang akan dilakukan hingg@20.

Tujuannya agar pemerintah bisa mengetahui siapa sebenarnya penerima inaméfiata(]
ownership sesungguhnya dari perusahaan yanglddatitas yang harus dipublikasikan
adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok oramgggogtrol
perusahagperusahaan ekstraktif.

"Jadi jangan sampai industri ekstraktif ini hanya dikuasai orang yaitg gaja," ujar
Montty. (11)
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Pel uncuran Laporan EI TI :
Kerugi an Negar a -Miamar |bee |

May 26, 2017

Extractive
Industries
Transparency
Initiative

JAKARTA, presidentpost.id i Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor
migas dan minerba, Pemerintah Indonesia hari ini meluncurkan laporan tahunan Inisiatif
Transparansi dalam Industri Ekstraktif (EITI). Peluncuran laporaankgat (tahun pelaporan
2014) ata penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di
Ruang Graha Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan
Banteng, Jakarta.

AfDengan penerbitan Laporan EI Tl , endrimhaar apkan
negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan

pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan

meni ngkat kan kepercayaan para pemaktggku kepen
Tuwo yang membuka peluncuran laporan ini.

Pelaporan ini sejalan dengan etita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menegaskan bahwa
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan
sebesabesarnya untuk keakmuran rakyat. Dengan transparansi berstandar internasional,

EITI membantu mewujudkan cizta tersebut. Indonesia, yang telah menerbitkan empat
laporan sejauh ini (2002014), adalah negara dengan statuspliancgpatuh) sejak tahun

2014, dan menjadiegara Asia Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut. Standar
internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan
minerba di seluruh dunia.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atalsgyaran

perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan baru
dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas
kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaamexaticial ownershigBO).

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi lataykgitah apa yang akan

diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus
dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau seketovanppyang
mengontrol perusahagerusahaan ekstraktif. Pembukaan informasi BO ini menarik

perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam
kasusPanama Papers
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A Kami b er h ar BepeficialrOavmessippal dagahddakukan sehingga

dapat mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan
monopoli terselubung, 06 kata Deputi Bidang Ko
Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty @Gaian

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam
pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi (PPK). Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata
kelola pajak dan penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf
Presiden (KSP) yang dengan kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian
Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK.

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data indusstraktif untuk mempermudah akses
dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi kontekstual,
penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara.

APortal data i ni ubabaan @haperdedmaanmegaradamdata ekonpne r

mi kro dan makro sekaligus melakukan analisis
Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim. (siaran &)

25



Transparans.| perusahaan

Sernn, 29 Mei 2017 / 07:50 Wi@ontan)

JAKARTA. Tingkat transparansi perusahaan migas sampai saat ini masih rendah.
Permasalahan tersebut bisa dilihat dari Laporan Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif
Kemenko Perekonomian 2017.

Dalam laporan yang plublikasikan pekan lalu terlihat ada 55 perusahaan minyak dan gas

yang beroperasi di Indonesia tidak berpartisipasi dalam penyusunan laporan tersebut. Padahal
Lukita Dinaryah Tuwo, Sekretaris Menko Perekonomian mengatakan, laporan tersebut
disusun untuk mangkatkan transparansi tata kelola industri ekstraktif dan mencegah korupsi

di sektor tersebut.

Dari ringkasan eksekutif Laporan EITI, 55 perusahaan migas tersebut antara lain; PT Alam
Jaya, PT Aman Toebillah Putra, PT Amanah Anugerah Adi Mulia dan & Atama.
Perusahaan tersebut tidak melapor dengan menyerahkan formulir melebihi tenggat waktu
yang ditentukan.

Perusahaan lain, PT Kaltim Jaya Bara dan PT Tinindo Inter Nusa. Mereka menyatakan
secaralisan menolak untuk melapor dengan alasan kerahasiaan.

Deputi Bidang Koordinsi Pengelolaan Energi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan
juga Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, Montty Girianna menyesalkan
keengganan perusahaan tersebut. "Kami curiga kenapa dia tidak mau, memangyai sifat
sukarela," katanya pekan lalu.

Lukita mengatakan, pemerintah akan menginisasi pemberian insentif dan disinsentif

perusahaan migas yang melapor dan tidak mau melapor. "Perlu dikaji, misal bagi yang mau
melapor, diberi kemudahan investasi baik di teryati maupun perluasan,” katanf3)
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El T1 , Pendorong Transpart

EITI merupakan kolaborasi antara pemeamtpelaku industri, dan masyarakat sipil yang mendorong
terwujudnya diskusi publik terkait pengelolaan tambang di Tanah Air.

Senin 15/5/2017, 13.35 WIB

Jeany Hartriani

Transparansi merupakan syarat penting dalam memperbaiki tata kelola industriiéksiak

yang juga dikenal dengan pertambangan. Untuk mewujudkannya, sebuah gerakan Extractive
Industries Transparency Initiative (EITI), dibentuk di Indonesia. EITI merupakan kolaborasi
antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil yang megderavujudnya

diskusi publik terkait pengelolaan tambang di Tanah Air.

Inisiatif transparansi yang digagas oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair pada 2002 ini
resmi diadopsi di Indonesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan
Presden No. 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan
Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Pada perkembangannya, Indonesia merilis
laporan EITI pertama pada 2013 yang mencakup penerimaan 2009 dan mendapat status taat
EITI setahun setelahnya. Indonesia juga merupakan negara ASEAN pertama yang
menerapkan EITI.

Prinsip keterbukaan yang digagas EITI merupakan upaya mengatasi kecurigaan yang terjadi
antar para pemangku kepentingan. EITI mendorong dibukanya pembayaran perusahaan
pertambangan dan penerimaan negara untuk kemudian direkonsiliasi dan diverifikasi secara
independen. Dengan transparansi, diharapkan dapat mendorong partisipasi publik dan
pemerintahan akuntabel untuk mendukung upaya pembangunan berkeldbi)tan.

oaTA EBITE
....... =
ekono INDONESIA
EITI, PENDORONG
Transparansi merupakan syarat penting dalam upaya KETERBUKAAN PENDORONG
memperbaiki tata kelola tambang. Untuk mewujudkannya, PEMBANGUNAAN
sebuah gerakan publik, Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI), dibentuk di Indonesia.
Daya Ala
Perllaku rente
lerdeteksi
E—l

Akun(abi!i(as

Pemeri ntah Kesadaran pemerimah

Industri, dan dan Diskusi terjaga
Masyarakat Publik

SEJARAH

Presiden SBY membe: k k n EIM
Q melalui Pmpvos No. 26 Tahun 2010

O\1RF kornmndl

n ke B[lTli
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Transparansi unt uk Kese|]

Tertutupnya akses informasi dianggap sebagai penyebab buruknya pengelolaan hasil sumber daya
alam.

Donang Wahyu|[KATADATA

Kamis 27/4/2017, 18.54 WIB

Nur Farida Ahniar

Lebih separuh abad, sumber daya alam (SDA) yang melimpah, baik minyak, gas, dan mineral
lainnya, menjadi penopang perekonomian Indonesia. Kegiatan tambang atau ekstraksi
kekayaaralam tersebut menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus memunculkan bisnis
bisnis baru yang menggerakan roda ekonomi. Penerimaan berupa royalti, bagi hasil, dan
berbagai jenis pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara untuk membiayai
pembangunan.

Penerimaan yang signifikan terjadi pada periode 12000, yang dikenal sebagai era
bonanza emas hitam nasional. Inilah masa ketika produksi minyak mencapai puncak
tertinggi, bahkan sempat menyentuh 1,65 juta barel per hari . Dalam kurun waktu-tu, rata
ratasektor migas menyumbang 50 persen bagi penerimaan negara. Bahkan pada periode
19781984 produk emas hitam ini menyumbang 68 persen dari total penerimaan negara.
Namun kemudian kontribusinya terus menurun. Pada-198@ porsi sumbangannya
terhadap totalgnerimaan negara tinggal 34 persen.

Selanjutnya, produksi minyak bumi terus melorot, tag@mingbatubara menjadi primadona
baru pemasukan negara. BP Statistical Review mencatat, pada 2015, Indonesia merupakan
produsen batubara ketiga terbesar di bawahgdkok dan Amerika Serikat.

Namun, rontoknya harga komoditas dalam lima tahun terakhir, termasuk migas dan batubara,
membuat sektor tambang limbung. Industri ini tak lagi menjadi penyumbang signifikan bagi
pendapatan negara.

Total sumbangan migas, misalpyaenciut dari Rp 320 triliun pada 2014 menjadi

sepertiganya saja pada 2016. Harga minyak dunia memang turun drastis, dari US$104 per
barel pada 2014 menjadi $54 pada April tahun ini.
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Yang kemudian menjadi pertanyaan, sebesar apa hasil kekayaan alanantadian untuk
sebesabesarnya kemakmuran rakyat, seperti diamanatkan konstitusi?

Yang kasat mata, kemiskinan justru terkonsentrasi di dakzratah yang selama ini dikenal
sebagai lumbung energi, penghasil migas dan batubara. Kutai Kartanegara, mixzdéngh
Apemili ko Bl ok Mahakam ini justru menjadi
Timur. Data Dinas Sosial Kalimantan Timur (2015) mencatat sebanyak 5.027 kepala
keluarga (KK) di Kutai Kartanegara terdaftar sebagai penerima raskin, terlsatiag

wilayah lain seperti Kota Samarinda sebanyak 2.732 KK. Sebagai informasi, total penerima
raskin di Kaltim mencapai 8.952 KK.

Kemiskinan juga menjadi masalah utama yang dihadapi Provinsi Papua. Daerah yang
terkenal dengan kekayaan alam emas dabdgmini merupakan provinsi dengan tingkat
kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu 28,4 persen (BPS 2016). Hal ini kontras karena
daerah ini memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita tertinggi ke tujuh di
Indonesia, sebesar Rp 48,3 jutal2D

Dalam skala global, kenyataan yang sama juga terjadi. Di kawasan Asia Pasifik, sejumlah
negara kaya SDA memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dibanding negara yang tidak
atau hanya memilki sumber daya alam terbatas. Indonesia, Filipina, damBtyamisalnya,

jauh tertinggal dibanding Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kelompok negara dengan sumber daya alam
melimpah kerap tak bisa memanfaatkan SDA menjadi kekuatan ekonomi jangka panjang.

Menurutnya, tapa pengelolaan yang baik, negara yang mengandalkan SDA akan bergantung

pada harga yang berl aku secara internasional

menj adi kutukan, oDaikcam nya seperti dikutip

Kutukan sumber daya alam merupakarofaena ketika daerah atau negara yang kaya SDA
justru mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah daerah atau negara yang tidak memiliki
kekayaan alam.

Kutukan sumber daya alam menjelaskan kegagalan negara dalam memanfaatkan kekayaan
tersebut menjadi pendorongdejahteraan. Kendati pendapatan dari sektor ekstraktif

berkontribusi bagi APBN, namun tak menetes ke masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar

wilayah tambang.

Tertutupnya akses informasi di industri ekstraktif dianggap sebagai penyebab buruknya
pengeblaan hasil SDA. Tanpa tranparansi, korupsi, baik yang dilakukan oleh aparat negara

maupun kecurangan yang dilakukan perusahaan tambang tak bisa dideteksi, sehingga hanya

segelintir pihak yang menikmati berkah SDA.

Untuk menghindari tindak korupsi di sekiai, Perdana Menteri Tony Blair pada 2002
mengilhami berdirinya Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI). EITI merupakan

kesepakatan internasional yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas manajemen sumber

daya alam negara anggota. Dengé#hl, masyarakat punya akses terhadap-data penting
seperti kontrak, dokumen, izin, termasuk jumlah pembayaran perusahaan kepada negara
terbuka.
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Indonesia bergabung dengan EITI sejak 2010. Artinya, perusahaan yang mengekstraksi
sumber daya alam di buipertiwi harus melaporkan pembayaran ke pemerintah berupa
pajak, royalti, dan lainnya. Sedangkan instansi pemerintah harus melaporkan penerimaan
yang didapat dari perusahaan.

Kedua laporan tersebut kemudian direkonsiliasi atau dibandingkan oleh audmenden,
yang kemudian diterbitkan dalam laporan EITI. Laporan inilah yang dapat diakses oleh
seluruh warga negara.

Sepanjang keikutsertaannya dalam EITI, Indonesia sudah menghasilkan empat laporan yaitu
tahun 2009, 2012011, 20122013 dan 2014. Laporaarsebut sekaligus membuktikan

bahwa Indonesia berupaya memenuhi ketentuan yang diatur EITI. Indonesia juga tercatat
menjadi negara pertama di ASEAN yang memenuhi standar inisiatif EITI.

Menurut Asisten Deputi Industri Ekstraktif Kementerian KoordinatoaBglPerekonomian,
Ahmad Bastian Halim, dari sudut pandang bisnis, transpatapsian akan memberikan
informasi yang setara kepada semua pihak. Transparansi juga menciptakan kepercayaan yang

lebih baik antara organisasi masyarakat, pemerintah dan industri Dengan i nf or ma:
sama maka pelaku bisnis akan berkompetisi secara sehat untuk memberikan manfaat yang
opti mal bagi negara, 0O ujar Bastian.

Nur Farida Ahniafl5)
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Rabu, 24 Mei 201Z0:17Reporter ;Yayu Agustini Rahayu

tambang. shutterstock

Merdeka.com- Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam
Industri Ekstraktif (EITI).Peluncuran ini sebagai upaya pemerintah menegakkan prinsip
transparansi pada sektor migas dan minerba.

Peluncuran laporan k& (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari kedua sektor
penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Safi@iapleks Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Bant@akgarta.

"Dengan penerbitan Laporan EITI, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan
negara yang dibayarkan oleh perusahsehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan
pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan
meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan," kata Sekretaris Menko Lukita D.
Tuwo yang membuka peluncuran laponain

Pelaporan ini sejalan dengan etita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menegaskan bahwa
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan
sebesabesarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi barstamernasional,

EITI membantu mewujudkan cizta tersebut.

Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini-2X@Y, adalah negara
dengan status compliance (patuh) sejak tahun 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara
pertama yang mempeédeh status tersebut. Standar internasional EITI telah diterapkan di 51
negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh dunia.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran
perusahaan dan penerimaan maghari kedua sektor migas dan minerba. Satu terobosan baru
dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan identitas
kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan, atau beneficial ownership (BO).

Pemerintah Indonesia telah mapgarkan peta jalan berisi langki@mgkah apa yang akan

diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang harus
dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang
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mengontrol perusahagerusahaan ekstraktif. Pembukaan informasi BO ini menarik
perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam
kasus Panama Papers.

"Kami berharap transparansi Beneficial Ownership ini dapat dilakukan sehingga dapat
mencegh hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli
terselubung," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna.

Dalam upaya pencegahan hilangmpendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam
pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasaforupsi (PPK). Data dari laporan EITI dapat digdan untuk perbaikan tata
kelola pajak dan penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf
Presiden (KSP) yang dengan kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian
Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK.

Tim Transparansi juga melun&an portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses
dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi kontekstual,
penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya kepada negara.
"Portal datani berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi
mikro dan makro sekaligus melakukan analisis data untuk berbagai kepentingan,” kata
Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim.

[bim] (16)
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Luncur kan L afhemerni retlalrin , A
Ungkap I dentitas Pemi |l 1l

24/05/2017 12:4{ndonesia Oversight.com)

JAKARTA T Pemerintah meluncurkan laporan Inisiatif Transparansi dalam Industri
Ekstraktif (EITI) di Jakarta, Rabu (24/5), sebagai upaya untuk menegakkan prinsip
transparansi pada sektor migas dan minerba.

ADengan penerbitan Lapor angtrensparansi peherimaan a p k an
negara yang dibayarkan oleh perusahaan, sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan

pajak. Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan

meni ngkat kan kepercayaan [sekretarispenterangku kepen
Koordinator Bidang Ekonomi Lukita D. Tuwo dalam keterangan resmi, Rabu (24/5).

Laporan EITI keempat (tahun pelaporan 2014) yang diluncurkan hari ini memuat informasi
rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan dan peneggeardari kedua
sektor migas dan minerba.

Indonesia, yang sejauh ini telah menerbitkan empat laporan-@@p, adalah negara
dengan statusompliancg(patuh) sejak tahun 2014. Indonesia bahkan menjadi negara Asia
Tenggara pertama yang memperoleh statunplianceersebut. Standar internasional EITI
telah diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh
dunia.

Satu terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk mengungkapkan
identitas kepemilikan/pgendali sesungguhnya dari perusahaan, lzaeficial ownership

(BO). Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi lalagigiah apa yang

akan diambil Pemerintah mulai tahun 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti.

Identitas yang harus dipublikesilalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau
sekelompok orang yang mengontrol perusat@ansahaan ekstraktif. Pembukaan informasi
BO ini menarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya nama 1.038 waijib pajak asal
Indonesia dalam kastsanamdapers.

A Kami b er h ar BepeficiarOavmessigpai dapat dilakukan sehingga

dapat mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan
monopoli terselubung, 06 kata Deputi Bidang Ko
Alam dan Lingkungan Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna.

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam
pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan KorupsiKR).

Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan
negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang dengan
kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aks
PPK.
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Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses
dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal data ini berisi informasi kontekstual,
penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif dalam kasitnla kepada negara.

APortal data ini berdasarkan provinsi, perus

mi kro dan makro sekaligus mel akukan analisis
Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian HalimifjM17)
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Laporan Rekonsil i asi E |

Laporan EITI menunjukkan pajak dan royalti direkonsiliasi secangeinden

| LAPORAN REKONST
JETTT{TAHUNTZ01L)

Kamis 25/5/2017, 10.32 WIB

Jeany Hartriani /Kata Data

Sebanyak 167 perusahaan minyak dan gas serta 75 perusahaan perusahaan minerba
berpartisipasi dalam laporan ini. (18)
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Data Peneri man Migas dat

Pemerintah Bedaaadnengan

Perbedaan KKKS dengan SKK Migas meliputi empat pos penerimaan.

Arief Kamaludin|KATADATA

Rabu 24/5/2017, 17.32 WIB

Miftah Ardhian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tefetuncurkan laporan tahunan inisiatif
transparansi dalam indusskstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative/EITI)

tahun 2014. Hasilnya, data penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) dan
pertambangan masih banyak berbeda dengan yang dicatatkan perusahaan.

Sekretaris Kementerian Koordina®idang Perekonomian Lukita D. Tuwo mengatakan,
laporan EITI ini dapat berguna untuk meningkatkan transparansi pengelolaan industri
ekstraktif, khususnya di Indonesia. "Sehingga ini bisa jadi landasan pencegahan korupsi,
meningkatkan akuntabilitas dan kijeeindustri ekstraktif," katanysaat acara peluncuran
laporan EITI ke4 di Jakarta, Rabu (24/5).

Di sektor migas, penerimaan yang diperoleh pemerintah terdipajas penghasilan badan

dan dividen, produksi siap jual (lifting) migas bagian pemeririahys tanda tangan

(signature bonusdan bonus produksi. Sedangkan penerimaan di sektor pertambangan
meliputi mineral dan batu bara, yaitu royalti, pajak penghasilan badan dan dividen, dan jasa
transportasi BUMN yang diterima oleh BUMN.

Rekonsialisasi perimaansektor migas terhadap data 176 operator daropenator

perusahaan di sektor itu terdiri atas penerimaan pajak sebesar US$ 7,3 miliar dan penerimaan
nonpajak US$ 21,8 miliar. Hasdlkhir ini disebabkan perbedaan antara data kontraktor

kontrak keja sama (KKKS) dengan SKK Migas.

Pertama terkait Domestic Market Obligation (DMO) Fee sebesar US$ 85 ribu karena
terdapat KKKS yang telah menagihkan DMO Fee kepada pemerintah namun tidak
dibayarkan. Penyebabnya, belum ada kepastian Equity To Be SpliSjEinBuk satu
perusahaan.
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Kedua perbedaan antara KKKS dengan SKK Migas terkait lifting gas sebesar 93.212 MSCF.
Ketiga perbedaalifting untuk negara sebesar 1.930 MS&Eempat perbedaan totdifting
sebesar 118.460.691 MSCF.

Kelima perbedaan KKKS dgan Ditjen Anggaran sebesar US$ 21,151 juta pada pajak
dividen.Keenamperbedaan KKKS dengan Ditjen Anggaran sebesar US$ 538.706 pada
over/undedifting migas.

Sedangkan untuk sektor pertambangan minerba pada tahun 2014 terhadap 75 perusahaan,
rekonsiliasi penerimaan pajak sebesar Rp 2,46 triliun dan US$ 979 juta. Sedangkan
penerimaan nonpajak termasuk dividen yang harus direkonsiliasi sebesar Rp 4,15 triliun dan
US$ 2,2 miliar.

Berdasarkan analisa, selisih antara perusahaan minerba dengan Ditjen kMik@ibdengan
royalti sebesar US$ 6,86 juta dan Rp 186,09 miliar, serta pada Pendapatan Hasil Tambang
(PHT) sebesar US$ 1.993 dan Rp 97,2 miliar.

Hal tersebut ditengarai karena kesalahan PNBP minerba atas 8 perusahaan, entitas pelapor
belum memberikan kdinmasi atas perbedaan royalti dan PHT sebanyak 19 perusahaan,
perbedaan waktu penyetoran, dan tidak tercatat dalam sistem Dirjen Minerba pada satu
perusahaan yang telah memiliki bukti bayar.

Adapun, selisih antara perusahaan minerba dan Ditjen PajalPpadaasal 25 dan 29
sebesar US$ 23,84 juta dan Rp 221,18 miliar. Penyebaberyyssahaan minerba belum
menyampaikan bukti pembayaran PPh badan sebanyabesagahaan, dan lima perusahaan
belum menyertakan pembayaran terkait sanksi perpajakan.

Sedangkanrgitas pelapor belum memberikan konfirmasi atas perbedaan PPh Badan
sebanyak 15 perusahaan. Selain itu, terdapat 7 perusahaan yang tidak menyertakan lembar
otorisasi untuk pembukaan data pajak terkait setoran PPh Badan.

Di sisi lain, ada beberapa penerimameegara yang tidak direkonsiliasi. Di sektor migas
meliputi bonus tanda tangan untuk kontrak baru, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Daerah dan Restitusi Daerah, Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan yang dilaporkan oleh KKKS, darm commitment

Sedangkan pada sektor minerba adalah iuran tetap yang dilaporkan perusahaan, PBB, Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah, Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan, Penyediaan Infrastruktur, dan luran Peng#laneesan

Hutan- PNBP, dan DMO. (19)
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Cegah Kerugian Laporan Migas Dan Minerba Pemerintah
Luncurkan EITI

By Inspirasibangsa-

May 24, 2017

Dampak mengerikan  anjloknya

hargaminyak dunia. (Ist)

JAKARTA, Inspirasibangsa (24/%) Peluncuran laporan keempat (tahun pelaporan 2014) atas
penerimaan negara dari kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha
Sawala, Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekd@sim, Lapangan Banteng, Jakarta.

Lantaran itu, dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas dan minerba,
Pemerintah Indonesia meluncurkan laporan tahunan Inisiatif Transparansi dalam Industri
Ekstraktif atau EITI.

Dengan penerbitan Lapor&iTl, diharapkan dapat mendukung transparansi penerimaan negara
yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak. Selain
itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan meningkatkan
kepercayaan pa pemangku kepentingan, kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo yang membuka
peluncuran laporan ini, sebagaimana keterangan resmi Kementerian Koordinator Perekonomian
RI, Rabu (24/5).

Pelaporan ini sejalan dengan eiiga pasal 33 UUD 1945 ayat dua yang egaskan bahwa
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan
sebesabesarnya untuk kemakmuran rakyat.
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Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membantu mewujudkeitadiéasebut.

Indonesia, yang telamenerbitkan empat laporan sejauh ini (22024), adalah negara dengan
statuscompliancgpatuh) sejak tahun 2014, dan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang

memperoleh status tersebut.

Standar internasional EITI telah diterapkan di 51 negara yaragddan sumber daya migas dan

minerba di seluruh dunia.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran perusahaan

dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba.

Satu terobosan baru dari laporan kali ini ad&@initmen Indonesia untuk mengungkapkan

identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahadershcial ownershigBO).

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi latagightah apa yang akan diambil

Pemerintah mulai tahun 20im hingga tenggat 2020 nanti.

Identitas yang harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau

sekelompok orang yang mengontrol perusaf@ansahaan ekstrakiif.

Pembukaan informasi BO ini menarik perhatian masyarakat setelahkapnyg nama 1.038
wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers.

Kami berharap transpararideneficial Ownershijmi dapat dilakukan sehingga dapat mencegah
hilangnya potensi pendapatan negara, praktik pencucian uang, dan monopoli terselubung, kata
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,

Kemenko Bidang Perekonomian Monty Girianna seperti dildisiris.com.
Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut berperan dalam

pelaksanaamstruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (PPK).
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Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan penerimaan negara.
Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSPR)sfgan kewenangan
khususnya dapat mengevaluasi capaian Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK.

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk mempermudah akses dan

pemahaman publik terhadap laporan EITI.

Portal data ini berisnformasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif

dalam kontribusinya kepada negara.
Portal data ini berdasarkan provinsi, perusahaan, tahun penerimaan negara dan data ekonomi

mikro dan makro sekaligus melakukan analisis datakuberbagai kepentingan, kata Asisten
Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halifb.ang)
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Indeks Tata Kelola Tambang, Indonesia Tempati Urutan Ke 11
BY muHAaMAD BARI BAIHAQI KAMIS, 27/07/2017

NERACA

Jakarta Indonesia mencatatkan peringkat 11 deaat89 penilaian (81 negara) dunia untuk
kategori Indeks Tata Kelola tambang pada Resource Governance Index (RGl/Indeks Tata
Kelola Sumber Daya) tahun 2017 yang mencapai angka memuaskan, yaitu 68 dari 100.
Sementara itu, menorehkan capaian angka yangaitne68 dari 100, subsektor minyak

dan gas bumi (migas) juga menduduki peringkat ReTata kelola tambang dan migas di
Indonesia mencatatkan subsektor ganda (tambang dan migas) yang paling seimbang diantara
negaranegara lain yang memiliki subsektor gan

"Penilaian yang memuaskan dari lembaga penilai internasional ini membuktikan pengelolaan
sektor ESDM di Indonesia sudah memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas berskala
internasional,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama
Kementerian ESDM, Sujatmiko melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/7).

Prestasi subsektor pertambangan maupun migas Indonesia dalam hal manajemen pendapatan
dinilai sangat baik, dimana keduanya mendapat nilai 76 dari 100, namun kinerja tata kelo
sumber daya pertambangan dilemahkan oleh rendahnya harga komoditas akibat perlambatan
permintaan global. Selain itu deplesi mineral yang telah memberikan tekanan pada industri
pertambangan Indonesia, khususnya batubara juga turut mempengaruhi.

Produksiminyak Indonesia mencapai 1 persen dari produksi minyak dunia. Penilaian positif
dari RGI turut didukung beberapa rencana reformasi yang berpotensi mendorong tata kelola
di Indonesia, salah satunya rencana pengoperasian beneficial ownership roadmap, dengan
menggunakan standar dari Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif {EXtractive

Industries Transparency Initiative) sebagai dasar pengembangan peraturan yang mencakup
sektor ekstraktif dan sektor lainnya.

Indonesia juga merupakan salah satu ang@pen Government Partnership dan kinerja
Indonesia dinilai baik oleh RGI dalam hal keterbukaan pemerintah terkait data dan
menduduki posisi 25 persen teratas di antara 102 negara yang dinilai dalam Open Budget
Index tahun 2015. Indonesia juga berkomitmetuki menerapkan prinsiprinsip dari the
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan yang lahir dari
pertemuan Anti Korupsi &0.

41



Pada subsektor migas, RGl memberikan nilai tinggi pada Pemerintah Indonesia yang saat ini
sedang mengkapierundangundangan perminyakan, dengan fokus pada perizinan, rezim
fiskal, pembagian pendapatan dan tata kelola BUMN. Indeks dalam hal perpajakan juga
mendapat nilai baik, meskipun diperlukan peninjauan terhadap persyaratan fiskal untuk
menarik investasii tengah harga minyak yang rendah dan meningkatnya biaya proyek.

RGI 2017 menilai bagaimana negara dengan sumber daya mengatur kekayaan migas dan
tambang di 81 negara berdasarkan 3 komponen kunci yakni realisasi nilai, pengelolaan
pendapatan, dan lingkuag yang mendukung. Para peneliti independen, di masasing

negara yang diteliti, menyelesaikan kuesioner untuk mengumpulkan data primer mengenai
realisasi nilai dan pengelolaan pendapatan. Untuk komponen ketiga, RGI mengacu pada data
eksternal dari leli dari 20 organisasi internasional. Penilaian ini mencakup periode 2015
2016.
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Laporan EITI Meluncur Demi Cegah Kerugian Negara di Sektor

Migas -Minerba

24/05/17

Jakarta - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan inisiatif transparansi dalam
industri ekstraktif (EITI) sebagai upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor
migas dan minerba.

Jakarta - Pemerintah meluncurkan laporan tahunan inisiatif transparansi dalam
industri ekstraktif (EITI) sebagai upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor
migas dan minerba.

Peluncuran laporan keempat (tahun pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari
kedua sektor penopang ekonomi nasional ini dilakukan di Ruang Graha Sawala,
Kompleks Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng,
Jakarta Pusat, Rabu 24 Mei 2017.

Sekretaris Menko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam sambutannya
mengatakan, dengan penerbitan laporan EITI diharapkan dapat mendukung
transparasi penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga
mencegah terjadinya ketidaksinkronan pajak.

"Selain itu, laporan ini juga mendorong diskusi tentang perbaikan kebijakan dan
meni ngkat kan kepercayaan para pemangku

Pelaporan ini sejalandengan cita-cita pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang
menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dengan transparansi berstandar internasional, EITI membatu mewujudkan cita-cita
tersebut.

Indonesia, yang telah menerbitkan empat laporan sejauh ini (2009-2014), adalah

negara dengan status compliance (patuh) sejak 2014, dan menjadi negara Asia
Tenggara pertama yang memperoleh status tersebut. Standar internasonal EITI telah
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diterapkan di 51 negara yang kaya akan sumber daya migas dan minerba di seluruh
dunia.

Laporan tahunan EITI berisi informasi rekonsiliasi dan kontekstual atas pembayaran
perusahaan dan penerimaan negara dari kedua sektor migas dan minerba.Satu
terobosan baru dari laporan kali ini adalah komitmen Indonesia untuk
mengungkapkan identitas kepemilikan/pengendali sesungguhnya dari perusahaan,
atau beneficial ownership (BO).

Pemerintah Indonesia telah menjabarkan peta jalan berisi langkahlangkah apa yang
akan diambil Pemerintah mulai 2017 ini hingga tenggat 2020 nanti. Identitas yang
harus dipublikasi adalah nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau
sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan ekstraktif.

Pembukaan informasi BO inimenarik perhatian masyarakat setelah terungkapnya
nama 1.038 wajib pajak asal Indonesia dalam kasus Panama Papers.

Kami berharap transparansi Beneficial Ownership ini dapat dilakukan sehingga dapat
mencegah hilangnya potensi pendapatan negara, praktik penc ucian uang, dan monopoli
terselubung,

ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup, Kemenko Bidang Perekonomian, Monty Girianna.

Dalam upaya pencegahan hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia turut
berperan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Data dari laporan EITI dapat digunakan untuk perbaikan tata kelola pajak dan
penerimaan negara. Pelaksanaan aksi PPK dipantau oleh Kantor Staf &iden (KSP)
yang dengan kewenangan khususnya dapat mengevaluasi capaian
Kementerian/Lembaga pelaksana Aksi PPK.

Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk
mempermudah akses dan pemahaman publik terhadap laporan EITI. Portal déa ini
berisi informasi kontekstual, penerimaan negara, serta alur kerja industri ekstraktif
dalam kontribusinya kepada negara.
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Pemerintah Tingkatkan Peran dalam Transparansi DBH Industn Eskiraktif

NEWSWIRE.IPSenin, 7 Agustus 2017

WhatsAp-acebooKwitterGooglePinteresShare

Salah satu isu strategis bagi pembangunan nasional dan daerah adalah mengenai Dana Bagi Hasil
(DBH). Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor
terbesar pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
setiap tahunnya.

APembahasan i su DBH i ni | arpmarasidangluntabitites yakgp i t  d €
menjadi inti dari pelaksanadixtractive Industries Transparency Initiati(€ITI), dan sudah
dilaporkan juga dalam lapordna por an E|I TI l ndonesia selama ini

Ekstraktif Kementerian Koordinat®idang Perekonomian, Ahmad Bastian Halim dalam
Sosialisasi Laporan EITI 2014 dan Diskusi Kelompok Terfokus tentang Transparansi DBH
Industri Ekstraktif, di Yogyakarta (7/8).

Di skusi bertajuk APeran Kementeri amandBagi L e mbad
Hasi | I ndustri p&raspejabat ketkait flasi PemerintahdDiadrad @imgkat

Provinsi, Kota dan Kabupaten di wilayah Indonesia, perwakilan dari akademisi, Perusahaan

Minerba dan MigasCivil Society OrganizationGSO), dan Asosia®erusahaan.

Bastian selaku Koordinator Nasional EITI juga menjelaskan, berkaitan dengan permasalahan
DBH tersebut, beberapa masukan dari angiti Stakeholder GroupMSG), khususnya dari
wakil masyarakat dan Pemerintah Daerah telah sering kali déslieamp

Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan
besaran alokasi DBH bagi masimasing daerah, proses penyaluran, isu mengenai kurang bayar
dan lebih bayar.

Untuk itu, karena sifat Sumber Daya Alam (SDApgas dan minerba tidak dapat diperbaharui
(nonrenewable resourc¢gsmaka semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama untuk
memastikan DBH yang berasal dari migas dan minerba bisa dialokasikan dengan efektif dan
efisien. dAlni p e nudkanmpgmbahguhaa ekonorpi gangaberkeamutan,
khususnya di daerah penghasi |l Sumber Daya Al an

Bastian mengharapkan forum ini dapat memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih
transparan terkait perhitungan, mekanisme pengalokasian dan pemb&d di Industri

Ekstraktif kepada para pemangku kepentingan, terutama para pihak dari daerah penghasil Migas
dan Minerba.

Selain itu, ia juga berharap forum ini dapat mengidentifikasi permasalahan dsun sttategis
yang terkait dengan transparaB&H agar bisa ditindaklanjuti dengan perbaikan tata kelola,
peningkatan kinerja industri ekstraktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(ekon)

45


file:///D:/%23whatsapp
file:///D:/%23whatsapp
file:///D:/%23twitter
file:///D:/%23twitter
file:///D:/%23pinterest
file:///D:/%23pinterest
https://newswire.id/filez/styles/big/public/news/2017/08/07/35637-1314734.jpg?itok=QHOG86Iz

PemerintallingkatkanTransparandDBH
Industri Esktraktif

Redaksi: Selasa, 08 Agustus 2017 | 00.04.00

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA| HARIAN9

Asisten Deputi Industri  Ekstraktif =~ Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, = Ahmad Bastian Halim dalam Sosialisasi Laporan EITI
2014 dan Diskusi Kelompok  Terfokus tentang Transparansi DBH
Industri  Ekstraktif, di Yogyakarta (07/08), mengungkapkan salah satu
isu strategis bagi pembangunan nasional dan daerah adalah mengenai
Dana Bagi Hasil (DBH).

Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan
kontributor terbesar pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

A Pemb a hisusDBH ini juga sangat terkait dengan prinsip transparansi dan
akuntabilitas yang menjadi inti dari pelaksanaanExtractive Industries Transparency
Initiative (EITI), dan sudah dilaporkan juga dalam laporan-laporan EITI Indonesia
selamai n ujarnya.

Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai
mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses
penyaluran, isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

Untuk itu, karena sifat Sumber Daya Alam (SDA) migas dan minerba tidak dapat
diperbaharui (non-renewable resources), maka semua pihak mempunyai tanggung
jawab yang samauntuk memastikan DBH yang berasal dari migas dan minerba bisa
dialokasikan dengan efektif dan efisien.

fi i penting dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,
khususnya di daerah penghasil Sumber DayaA | a nelagnya. (kemenkeu/03)

Editor: Mardan H Siregar
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Perpres Beneficial Ownership Bakal Permudah PPATK
Deteksi Praktik Pencucian Uang

OkeZoneRabu 20 Desember 2017, 13:32 WIB

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong segera
diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima
manfaat atau 'beneficial ownerhip'. KepBRATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan,
Perpres Beneficial Ownership (BO) dirancang untuk mengetahui identitas penerima manfaat
dari korporasi atau legal arrangement tertentu.

"Selama ini, concern pemerintah baru tertuju kepada legal ownership, seddaggeali

penerima manfaat sebenarnya tak terlacak," ujar Kiagus saat jumpa pers di Gedung PPATK,
Jakarta, kemarin. Menurut Kiagus, penerbitan Perpres tersebut, merupakan salah satu langkah
untuk mempercepat peningkatan transparansi kepemilikan perugemeaima manfaat dari
aktivitas perekonomian.

Dengan rencangenerbitan Perpresitu, lanjut Kiagus, pemerintah akan mengetahui apabila
sebuah kgrorasi atau pemilik korporasi terlibat kejahatan. "Transparansi itu akan
memudahkan PPATK mendeteksi praktik pencucian uang yang menggunakan sarana
korporasi dan legal arrangement," kata Kiagus. Perpres Beneficial Ownership sendiri
diharapkan dapat berjalderiringan dengan program Ditjen Pajak terkait keterbukaan
informasi, Automatic Exchange of Information (AEol).

Perpres Beneficial Ownership nantinya akan mengatur kewajiban pengungkapan kepemilikan
saham atau perusahaan di seluruh industri, tidak tdifjdang ekstraktif. Dalam
mengimplementasikan beneficial ownership di seluruh sektor industri, pemerintah nanti juga
akan menggandeng semua pihak seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, KPK, OJK, Bank
Indonesia dan pihak lainnya mengingat aturan tekieagirbukaan kepemilikan saham atau
penerima manfaat masih tersebar di dalam beberapa kementerian dan lembaga tersebut.

Sebelumnya, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak, Poltak Maruli John Liberty

Hutagaol, mengungkapkan Indonesia sebenarnya soeatiliki aturan soal BO. Namun,

selama ini aturan yang berlaku masih di sektor keuangan dan masih tersebar di masing

masing kementerian/lembaga. Namun, dengan lahirnya perpres ini, cakupan dari BO akan

l ebi h luas | agi . ATek arpresnygng pentingyirdormasinya i di atu
lengkap diberikan oleh perusahaan. Ini masalah kejujuran saja sebenarnya sehingga tidak ada
costnya, 0O uj arnya.

Lebih lanjut, John mengatakan, diharapkan perpres ini selesai dalam waktu dekat mengingat

pada November tahuni, Ditjen Pajak akan menjalani asesmen tahap kedua oleh global

forum atau OECD untuk Exchange of Information (Eol) by request untuk beneficial
ownership dengan negara | ainnya. APeni |l ai an
keuangan yang Indonesiadssa h mi | i ki, | alu BO yang mencakuf

Staf Ahli bidang Kelembagaan Bappenas Diani Sadia Wati mengatakan bahwa pemerintah
akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima
manfaat atau beneficial ownbig dalam waktu dekat. "Perpres akan keluar dalam waktu
yang tidak terlalu lama, sedang dalam proses finalisasi tingkat pemerintah,” katanya.

Pemerintah sendiri tengah mendorong sistem data yang lebih baik, antara lain basis data
beneficial ownership, datanterfacing”, datadata sumber daya alam, pembenahan-daiia
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keuangan dengan data perpajakan, lalu juga ada kebijakan satu data dan satu peta. "Kalau
dari sisi Perpresya ini sebenarnya isinya nanti tentu ada ketentuan dengan laagk#iah

dari peréauran yang tadi, ya tidak hanya industri ekstraktif tapi juga lebih umum, lebih
mencakup bidantidang pendanaan terorisme, lalu pencucian uang, karena memang ini
saling berkaitan dengan satu sama yang lainnya," papar Diani.

Di Indonesia, prakarsa transpasi penerimaan negara dari industri ekstraktif tersebut

dimulai pada 2007 ketika menyatakan dukungan bagi EITI. Peraturan Presiden (Perpres)
mengenai Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari
industri ekstraktif, ditandataagi pada 2010. Sebagai negara anggota EITI, Indonesia telah
mempublikasikan peta jalan (roadmap) transparansi beneficial ownership pada awal 2017.
Pada 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan
orang atau sekelompokasrg yang mengontrol perusahgssrusahaan industri ekstraktif

dalam laporan EITI.
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PWYP Dukung Upaya Transparansi Industri Ekstraktif

Aktual Mei 28, 2017 11:30

lkawasan Golden Integrated Industrial Port Estate (GIIPE)

Jakarta, Aktual.com T Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
mengapresiasi diterbitkannya Laporan Extractive Industries Transparency Initiative
(EITI) Tahun Fiskal 2014, sekaligus Peta Jalan (Roadmap) Transparansi pengendali
(pemilik sesungguhnya) perusahaan (Beneficial Ownershi p-BO) serta Portal

Keterbukaan Industi Ekstraktif di Indonesia oleh Kemenko Perekonimian.

Koordinator Nasional PWYP, Maryati Abdullah mengatakan bahwa hal tersebut
merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dan atas partisipasi multi -
pemangku kepenting an baik dari kalangan industri dan masyarakat sipil untuk
mendorong keterbukaan informasi dan transparansi sektor industri ekstraktif yang

akuntabel di Indonesia.

Al ni sekaligus mempertahankan status 6complianceo
standar global EITI. Melalui pengembangan portal industri ekstraktif, masyarakat

juga diharapkan semakin mudah mengakses dan menelusuri data dan informasi

i ndustri ekstraktif secara interaktif dan mudah di
Aktual.com, Minggu (28/5)

Sesuai st andar EITI, lanjutnya, seluruh negara anggota EITI wajib membuka dan
mempublikasikan nilai pembayaran -pembayaran (pajak, non  -pajak maupun dividen)

yang direkonsiliasi secara independen.

Sehingga diketahui bagaimana aliran pembayaran terjadi, dana bagi hasi | ke sub -
nasional, serta informasi kontekstual lainnya seperti perdagangan (ekspor -impor),
kontribusi ekonomi industri ekstraktif, sistem kontrak dan perijinan, informasi

kadaster/peta, dana bagi hasil serta informasi lainnya seperti kepemilikan

perusahaan .
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AEI TI mewaji bkan pembukaan data dan infor masi dar i
pelaku industri, baik multi -national company (MNC) maupun BUMN dimana industri

tersebut beroperasi. Di Indonesia, sektor industri ekstraktif yang diwajibkan oleh

EITI meliputi sek tor migas, mineral (nikel, tembaga, emas, timah, dan bauksit),

serta sektor batubara, o0 pungkasnya.

Sementara sebelumnya Sekretaris Kemenko Perekonimian, Lukita Dinarsyah pada

saat peluncuran laporan EITI yang berlangsung di Graha Sawala - Kantor Kemenko
Perekonomian pada Rabu (24/5) mengatakan bahwa pada tahun 2006, Indonesia

telah meratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi T UNCAC (United Nations
Convention Against Corruption) melalui UU No.7/20016. Hal itu diklaim sejalan

dengan transportasi EITI.

fi S e baatindak lanjutnya disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres 55/2012, dimana penjabaran

Stranas tersebut melalui Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK),

dimana penerbitan laporan sesuai standar EITI merupakan salah satu Aksi PPK yang
dilaksanakan ol eh Kemenko Perekonomian RI O ujarnya

(Ismed Eka Kusuma)
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Tata Kelola tambang Indonesia peringkat 11 dunia
Kontan.co.idSelasa, 25 Juli 2017 / 19:00 WIB

P ‘]
\}

JAKARTA. Indeks Tata Keloltambang di Indonesia pada Resource Governance Index
(RGI) atau Indeks Tata Kelola Sumber Déglaun 2017 mencapai angka 68 dari 100, dan
menduduki peringkat k&1 di antara 89 penilaian dari 81 negara. Sementara migas masuk
peringkat ke 12.

APeni | amemuaskgnadaridgembaga penilai internasional ini membuktikan pengelolaan
sektor ESDM di Indonesia sudah memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas berskala
internasional. Hal ini tidak lepas dari upaya pembenahan dan peningkatan transparansi yang
dlak ukan pada pengusahaan di sektor ESDM , 0
Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko, Selasa (25/7).

Dilansir dari laporan RGI yang dirilis untuk wilayah Indonesia kemarin (24/7), prestasi
subsektor pertambangamaupun migas Indonesia dalam hal manajemen pendapatan dinilai
sangat baikkeduanya mendapat nilai 76 dari 100.

Namun, kinerja tata kelola sumber daya pertambangan dilemahkan oleh rendahnya harga
komoditas akibat perlambatan permintaan global dan depiesral yang telah memberikan
tekanan pada industri pertambangan Indonesia, khususnya batubara.

Begitu halnya manajemen pendapatan pada subsektor migas. Sebagai negara dengan jumlah
penduduk terpadat ketiga di Asia, Indonesia memiliki pasar domestikoggag untuk

produk energi dan produk berbasis minyak lainnya, yang telah memfasilitasi perkembangan
hilir industri minyak dan gas bumi. Produksi minyak Indonesia mencapai 1% dari produksi
minyak dunia.

Penilaian positif dari RGI turut didukung beberapacegra reformasi yang berpotensi
mendorong tata kelola di Indonesia, salah satunya rencana pengoperasian beneficial
ownership roadmap, dengan menggunakan standar dari Inisiatif Transparansi Industri
Ekstraktif (EITIT Extractive Industries Transparency lattve) sebagai dasar pengembangan
peraturan yang mencakup sektor ekstraktif dan sektor lainnya.

Sujatmiko mengatakan Indonesia juga merupakan salah satu anggota Open Government
Partnership dan kinerja Indonesia dinilai baik oleh RGI dalam hal keterbu&ameariptah

terkait data dan menduduki posisi 25% teratas di antara 102 negara yang dinilai dalam Open
Budget Index tahun 2015.

"Indonesia juga berkomitmen untuk menerapkan pripsipsip dari the Organisation for
Economic Cooperation and Development (OE@BY) yang lahir dari pertemuan Anti
Korupsi G20," ungkapnya.
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Pada subsektor migas, RGl memberikan nilai tinggi pada Pemerintah Indonesia yang saat ini
sedang mengkaji perundangdangan perminyakan, dengan fokus pada perizinan, rezim
fiskal, pembagian pelapatan dan tata kelola BUMN. Indonesia merupakan salah satu negara
dengan kinerja terbaik dalam indeks ini dalam hal perpajakan, meskipun diperlukan
peninjauan terhadap persyaratan fiskal untuk menarik investasi di tengah harga minyak yang
rendah dan mengkatnya biaya proyek.

RGI 2017 menilai bagaimana negara dengan sumber daya mengatur kekayaan migas dan
tambang di 81 negara berdasarkan 3 komponen kunci yakni realisasi nilai komoditas,
pengelolaan pendapatan, dan lingkungan yang mendukung. Para petegignden, di
masingmasing negara yang diteliti, menyelesaikan kuesioner untuk mengumpulkan data
primer mengenai realisasi nilai dan pengelolaan pendapatan.

"Untuk komponen ketiga, RGl mengacu pada data eksternal dari lebih dari 20 organisasi
internasioml. Penilaian ini mencakup periode 26A®16," tandasnya.
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Perlu kepemimpinan yanguat untuk mendorong skema EITI berjalan.
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FAISAL BASRI KATADATA|

Senin 12/6/2017, 11.05 WIB

Berbagai persoalan masih membelit pengelolaan industri ekstraktif atau pertambangan di
Indonesia. Mulai dari rendahnya ketaatan pembayaran pajak hingga pesrtiaryang
berkeliaran. Maka, inisiatif transparansi melalui Extractive Industries Transparency Initiative
(EITI) yang diadopsi sejak 2010 diharapkan menjadi solusi persoalan tersebut. Dibukanya
data pembayaran perusahaan ke negara serta penerimaan péndaninndustri akan
menghindari praktek rente hingga mendorong pembenahan regulasi.

Namun, upaya mendorong transparansi ekstraktif di Indonesia masih berjalan lambat. Mantan
Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menyatakan, perlu kepenmnypimg

kuat untuk mendorong skema EITI berjalan. Hal itu disebabkan inisiatif transparansi

mel i bat kan berbagai pi hak dan kementerian. i
berhent. di l evel menter i k o or dnagsyaakabgipil saj a, 0
di Tim Pelaksana pada awal pembentukan EITI Indonesia.

Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga merupakan faktor penting dalam
mewujudkan transparansi di industri ekstraktif. Saat ditemui Katadata di Jakarta, pertengahan

Mei lalu, Faisal menyebutkan partisipasi LSM di EITI dapat mendorong masyarakat umum

lebih selektif dan tidak memilih partai yang mendapat pembiayaan dari pemburu rente
tambang. AJadi kita dar. bawah membangkitkan
dampakkalma transparansi ini tidak ditegakkan, 0o u

Apa permasalahan utama dalam mewujudkan transparansi?

Banyak permasalahan di industri ekstraktif, seperti pemburuan rente di sektor migas. Hal ini
terjadi karena kurangnya transparansi. Ibaratnya tempat gelapkin banyak setannya.

Jadi kegelapan atau ketidaktransparanan itu sengaja diciptakan untuk berburu rente?

Saya tidak bilang sengaja diciptakan. Kalau tidak transpgamagelap, setan suka di sana. Itu
istiah saya waktu di Tim Tata Kelola Migas. Sasegerti akuarium kotor, kita tidak tahu ada
ikan piranha memangsa ikéaan lain. Makanya harus kita kuras.

Apa yang harus dilakukan pemerintah untukme mber si hkan fAakuari umo
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Perusahaan kurang kooperatif karena belum ada tindakan, mereka cendeankgmdiliu
gunanya lembagaulti stakeholdeseperti EITI ini. Ada pemerintah lintas kementerian, ada
civil society, akademisi, ada bisnisnya juga. Pihak industri sek@dengan transparansi.

Selain untuk kepentingan industri, apa dampak tranparansi bagindonesia secara
luas?

Transparansi penting karena dapat memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Industri
ekstraktif yang tidak transparan melahirkan para pemburu rente. Untuk tetap bertahan, para
pemburu rente ini rela membayar politisi, sehinkgates politik diwarnai oleh permainan

uang. Akibatnya, orang baik yang tidak punya duit makin tersingkir. Manfaat lain yang juga
penting, tentu saja untuk meningkatkan ratio karena pembuktian menjadi gampang.

Terkait regulasi, apamanfaat yang bisa ddapat Indonesia dari penerapan EITI?

Temuan EITI bisa jadi masukan untuk membenahi regulasi yang bermasalah bahkan
membuat regulasi baru. Jadi ada masukan untuk mendorong perbaikan.

Soalkepatuhan, industri minerba cenderung lebihburuk dibanding migas. Bagaimana
ini bisa terjadi?

Industri minerba itu pelakunya ribuan, sedangkan migas lebih sedikit. Selain itu
pengelolaannya juga sudah jauh lebih bagus karena menggunakan standar dunia. Perusahaan
perusahaan migas besar juga sudah ikut EITI di negard#ainbagi mereka tidak masalah

sama sekali terlibat aktif di EITI Indonesia, tidak ada penolakan.

Jadi, perusahaan itu sebenarnya merasakan manfaat EITI?

Ya. Apalagi tujuan EITI bukan untuk menghukum, tapi untuk perbaikan ke depan. Dengan
gagasan EITI, pesahaan wajib melaporkan berapa yang dia bayar ke pemerintah,
pemerintah wajib melaporkan berapa yang diterima dari perusahaan. Kalau ada perbedaan
direkonsiliasi untuk menghasilkan perbaikan di masa mendatang.

Untuk mengatasi ketidakpatuhan industri dalan memberikan laporan,
adausulanuntuk melibatkan KPK. Apakah Anda setuju?

KPK itu sudah jauh melangkah, sudah lebih maju daripada EITI. Jadi KPK tidak bisa
menunggu EITI yang tidak punya peta siapa saja yang tidak bayar pajak. KPK sudah
melakukan kajian lgh jauh, sudah menghitung sampai ke berapa kerugian negara. Harusnya
EITI jadi acuan KPK.

Berdasarkan pengalamanAnda sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas,
apafaktor penting dalam mewujudkan transparansi industri ekstraktif?

LeadershipMenurutsaya Presiden Jokowi harus diingatkan. Jadi, inisiatif transparansi tidak
berhenti di level Menteri Koordinator, karena peran yang paling besar berada di Kementerian
ESDM, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Butuh
kepemimpnan yang kuat untuk menggerakkan itu semua.

Apakah menurunnya sumbangan industri ekstraktif ke negara juga menjadi penyebab
luputnya perhatian pemerintah dalam mendorong transparanssektor ini?

Sektor migas dan tambang masih termasuk empat besar peangi@DbP. Pertama
manufaktur, lalu perdagangan dan pertanian. Karena besar, di APBN ada pos khusus yaitu
penerimaan dan pajak migas.
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Tapi bukankah ada penurunan sumbangaryang signifikan dari Rp 320 triliun menjadi
Rp 80 triliun?

Ya tapi Rp 80 triliun itu Isa bikin kacau. Kalau 80 menjadi 40 gimana? Jadi tetap migas itu
jangan tidak dianggap. Coba anda bayangkan, akibat migas kita kendor, impor minyak kita
jadi naik. Ini kan berpengaruh kalance of paymemtan subsidi.

Indonesia merupakan anggota ASEAN yag pertama kali menerapkan EITI, kemudian
menyusul Filipina, Myanmar, dan Papua Nugini. Sementara negara kaya SDA seperti
Malaysia dan Bruneijustru belum bergabung.Apakah dua negara itu tidak
menganggap EITI penting?

Ya mereka tidak menganggap itu pegtiBrunei misalnya, mereka negara kerajaan yang
tidak menganut mekanisme transparansi pembukuan. Kita tidak akan pernah tahu berapa
yang masuk buat Sultan dan keluarganya. Malaysia juga korupsinya lebih parah dari
Indonesia. Praktek suap sangat lazim dasd hailand juga belum jadi anggota kan? Tentara
banyak di sana, mereka juga bermain.

Jadi, praktek demokrasi juga berpengaruh.
Tentu saja.

Salah satu yang didorong EITi adalah membuka kontrak. Ada
kekhawatiran ini didorong asing yang berkepentingarmengédahui data Indonesia.

Orang asing sebenarnya lebih tahu data kita daripada kita stladimereka yang anti
kemudian menggunakan segala cara melakukan penolakan termasuk menuduh neolib.
Padahathis is the first time in our world histodimana pemerinta bisnis, darivil
societyduduk bersama menyelesaikan masalah yang selama ini menimbulkan kecurigaan.

Kedua, yang namanya keterbukaan informasi, kontrak juga harus dibuka. Ya tidak semua
harus dibuka, yang perlu dibuka itu kan untuk mengetahui berapagetan dan berapa

yang dibayar ke pemerintah. Pantaskah mereka membayar segitu. Jadi misalnya ada hal yang
perlu dirahasiakan ya tidak ada masalah, bisa dibicarakan. Selama target bisa terpenuhi, tidak
ada masalaifohorang pajak juga sudah tahu dathesarnya.

55



Baru 120 Perusahaan Minerba vy
Selasa, 19 September 2017 11:13

Laporan wartawan Tribunjambi, Muzakkir

JAMBI, TRIBUN -- Dalam upaya menegakkan prinsip transparansi pada sektor migas
danminerbga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan kegiatan
Sosialisasi Laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

EITI adalah standar global transparandustri ekstraktif yang saat ini telah
dilaksanakan di 52 negara, termasuk Indonesia.

Transparansi merupakan kunci dalam meningkatkan kepercayaan para pihak sehingga
akan meningkatkan iklim usaha yang kondusif.

Dalam pelaksanaan transparansi, Indonesias&ihun harus mempublikasikan
informasi pembayaran royalti, pajak dan pembayararpkinsahaadan penerimaan
negara dari industri ekstraktif ke publik.

Sejak 2013 lalu, ada endaporan yang telah dipublikasikan terkait informasi
penerimaan negara dari selupdrusahaasektor migas.

Namun dari sektominerbabaru mencakup sekitar 85% dari total penerimaan negara.
Hal itu diungkapkan oleh Asisten Deputi Industri Ekstraktif. Kemenko Bidang
Perekonomian, Ahmad Bastian Halim.

Katanya, dalam Laporan EITI, baru sekitar p2Ousahaaminerbaang diwajibkan

untuk menyampaikan laporan pembayaran ke negara.

Ribuanperusahaalainnya yang sebagian besar memegang Izin Usaha Pertambangan
(IUP) yang dlterbitkan oleh Pemerintah Daerah, masih belum

menjadiperusahan pelapor EITI.

"EITI dapat meningkatkan kepercayaan atau trust karena proses transparansi diawasi

oleh kelompok multi pemangku kepentingan yang terdiri dari perwakilan
pemerintahperusahaan dan masyarakat sipil yang mem
Ahmad Bastian Halim saat membuka sosialisasi EITI di Hotel Aston Jambi, Selasa

(29/9).
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Transpaansi BO merupakan inisiatif yang mendorong dibukanya data
para pengontrol utama perusahaan pertambangan
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Informasi kepemilikan yang tertutup di sektor migas dan minerba berpotensi menimbulkan
kerugian negara. Indonestarruption Watch (ICW) mensinyalir terdapat 3.772 dari 11.000
usaha tambang rawan dikorupsi. Lembaga ini juga memperkirakan potensi pemasukan negara
yang hilang mencapai Rp 28,5 triliun akibat kepemilikan yang tersembunyi. Untuk
mengatasinya, pemerintah nggagas transparansi Beneficial Ownership (BO) melalui

kerangka Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Transparansi BO merupakan inisiatif yang mendorong dibukanya data para pengontrol utama
perusahaan pertambangan. Penerapan transparandénB@i dengan dibentuknya peta jalan
yang dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama, dilaksanakan pada 2017 dengan agenda
penentuan definisi. Tahap kedua, dilaksanakan padaZll¥ dengan agenda pembentukan
kerangka hukum, serta diakhiri dengan publikizta BO.

Selain EITI, pemerintah Indonesia juga merancang program serupa dengan lembaga lain.
Bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), pemerintah
bekerjasama memenuhi standar Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
Selain itu, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah menyusun program
pelaksanaan BO menurut prinsig28. Namun, dalam pelaksanaannya, transparansi BO di
Indonesia masih menemui sejumlah hambatan, terutama mengenai pendefinisian BO dan
koordinasi antar lembaga.
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Pemerintah Yakin Bisa Cegah

Karena Punya EI TI

Breaking News sri , Rabu, 24/05/17 12:00 WIB

Pemerintah meluncurkan laporan tahunan Gagasan Transparansi dalam Industri Ekstraktif
(EITI). Peluncuran ini sebagai usaha pemerintah menegakkan prinsip transparansi pada bidang
migas serta minerba.

Peluncuran laporan ke-4 (th. pelaporan 2014) atas penerimaan negara dari ke-2 bidang
penopang ekonomi nasional ini dikerjakan di Ruangan Graha Sawala, Kompleks Kementerian
Koordinator Bagian Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta.

" Dengan penerbitan Laporan EITI, diinginkan bisa mensupport transparansi penerimaan negara
yang dibayarkan oleh perusahaan hingga menghindar terjadinya ketidaksinkronan pajak. Diluar
itu, laporan ini dapat mendorong diskusi mengenai perbaikan kebijakan serta tingkatkan
keyakinan beberapa pemangku kebutuhan, " kata Sekretaris Menko Lukita D. Tuwo yang buka
peluncuran laporan ini.

Pelaporan ini searah dengan harapan pasal 33 UUD 1945 pasal dua yang menyatakan kalau
bumi, air serta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai negara serta dipakai sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan transparansi berstandard internasional, EITI
menolong wujudkan harapan itu.

Indonesia, yang sudah menerbitkan empat laporan selama ini (2009-2014), yaitu negara dengan
status compliance (taat) mulai sejak th. 2014, serta jadi negara Asia Tenggara pertama yang
peroleh status itu. Standard internasional EITI sudah diaplikasikan di 51 negara yang kaya
sumber daya migas serta minerba di semua dunia.

Laporan tahunan EITI diisi info rekonsiliasi serta kontekstual atas pembayaran perusahaan serta
penerimaan negara dari ke-2 bidang migas serta minerba. Satu terobosan baru dari laporan
kesempatan ini yaitu prinsip Indonesia untuk mengungkap jati diri kepemilikan/ingindali
sebenarnya dari perusahaan, atau beneficial ownership (BO).

Pemerintah Indonesia sudah menguraikan peta jalan diisi beberapa langkah apa yang bakal di
ambil Pemerintah mulai th. 2017 ini sampai tenggat 2020 kelak. Jati diri yang perlu dipublikasi
yaitu nama, bertempat, serta kewarganegaraan orang atau sekumpulan orang yang mengontrol
perusahaan-perusahaan ekstraktif. Pembukaan info BO ini menarik perhatian orang-orang
sesudah tersingkapnya nama 1. 038 harus pajak asal Indonesia dalam

masalah Panama Papers.

" Kami mengharapkan transparansi Beneficial Ownership ini bisa dikerjakan hingga bisa
menghindar hilangnya potensi pendapatan negara, praktek pencucian duit, serta monopoli
terselubung, " kata Deputi Bagian Koordinasi Pengelolaan Daya, Sumber Daya Alam serta
Lingkungan Hidup, Kemenko Bagian Perekonomian, Monty Girianna.

Dalam usaha mencegah hilangnya pendapatan negara, EITI Indonesia ikut bertindak dalam
proses Instruksi Presiden No. 10 Th. 2016 mengenai Tindakan Mencegah serta

Pemberantasan Korupsi (PPK). Data dari laporan EITI bisa dipakai untuk perbaikan tata kelola
pajak serta penerimaan negara. Proses tindakan PPK diawasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP)
yang dengan kewenangan terutama bisa mengevaluasi capaian Kementerian/Instansi pelaksana
Tindakan PPK.
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Tim Transparansi juga meluncurkan portal data industri ekstraktif untuk memudahkan akses
serta pemahaman umum pada laporan EITI. Portal data ini diisi info kontekstual, penerimaan
negara, dan alur kerja industri ekstraktif dalam kontribusinya pada negara.

" Portal data ini berdasar pada propinsi, perusahaan, th. penerimaan negara serta data ekonomi
mikro serta makro sekalian lakukan analisa data untuk beragam kebutuhan, " kata Asisten
Deputi Industri Ekstraktif, Ahmad Bastian Halim.
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Coal miners owe the Indonesian government
hundreds of millions ofdollars

Activists argue the sectorods actual econc

out the social andnvironmental problems caused by co@hing.
Aerial view of the PT Borneo Indobara coal mining operation in South Kalimantan, part of
Indonesian Borneo. Image: Daniel Beltra/Greenpeace via Mongabay.com

Mongabay.com

Tuesday 16 May 2017

Indonesiaisnowoneo f t h e lamestekpdriers of coal, an industry that contributes

around four percent of the count rglyexmortsgorChisas d o me s
and I ndi a. Despite its massive size, however, ob
contribution to the public treasury & in the form of taxes and royalties d is not nearly

enough to balance out the social and environmental impacts of coal extraction.

According to data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, hundreds of millions
of dollars in royalties and taxes owed to the government remain unpaid. The government
often lacks key information it needs to collect the revenues owed to it, even down to the

addresses of mining companies6 offices.

The consequences of decentralisation

I ndonesi ads decentralisation era, beginning in t
extractive industries from central to regional governments. The most significant law for the
mining sector was the 2009 Mining Law, which gave district and municipal governments the

authority to issue permits for mid -sized mines.

District governmentds new aut hor ianmcreaseincontr ol P

budget or capacity to ensure that permits adhered to environmental laws.

This, combined with a boom in global commaodity prices, resulted in a subsequent explosion
of mining permits across Indonesia, many of which have operated in violation of permit

laws.

60



